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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Aparatur 

Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 

pada instansi pemerintah. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ini 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang 

profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sebagai mesin 

birokrasi yang menggerakkan sumber daya yang tersedia untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan. Disisi lain, ASN menjadi 

pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan seluruh bangsa 

Indonesia. 

Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, setia kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Seorang ASN 

dituntut memiliki nilai-nilai dasar dalam beretika dan berperilaku yang 

bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan 

bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai dasar tersebut disebut BerAKHLAK, 

yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, 

Adaptif dan Kolaboratif. 

Inspektorat Daerah berfungsi sebagai Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP) yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 

pemerintahan di tingkat daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota). 

Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Kepala Daerah dalam membina 

dan mengawasi pelaksanaan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh 

seluruh Perangkat Daerah. Untuk menjalankan tugas ini, Inspektorat 

menyelenggarakan berbagai fungsi strategis, meliputi pelaksanaan 

pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, 

reviu, evaluasi, dan pemantauan.  

Inspektorat daerah memiliki peran penting untuk kemajuan dan 

keberhasilan terhadap tata kelola pemerintah daerah dan perangkat daerah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pada era otonomi, 

pemerintah daerah memiliki fungsi yang luas dalam upaya membentuk 

organisasi pemerintah daerah atas dasar penerapan Good Governance. 
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Salah satu elemen yang terpenting dalam Tata Kelola Pemerintahan yang 

baik adanya akuntabilitas publik, transparansi, tegaknya hukum, dan 

peraturan perundang-undangan.serta pengawasan yang merupakan unsur 

terpenting dalam proses manajemen pemerintahan memiliki peran yang 

sangat strategis untuk terwujudnya pemerintahan dan pembangunan.  

Salah satu hal yang paling penting dalam melaksanakan kegiatan 

pengawasan adalah adanya dokumentasi yang terstruktur dengan baik dan  

dapat divalidasi. Hal ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas 

pengawasan. Selain dari itu, meningkatkan standar dokumentasi dalam  

pengawasan juga dilakukan untuk meningkatkan level kapabilitas APIP.  

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance) dan akuntabel sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti 

pendukung yang digunakan dalam proses pengawasan dan audit oleh 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat 

Daerah. Salah satu bukti krusial yang digunakan Inspektorat Daerah Rokan 

Hulu dalam menguji kebenaran pelaksanaan program dan kegiatan, 

khususnya pada proyek fisik dan pembangunan bangunan, adalah hasil 

pengecekan fisik di lapangan.  

Salah satu isu mendasar yang sering menghambat efektivitas 

birokrasi dan akuntabilitas organisasi adalah belum optimalnya pengelolaan 

dokumentasi dan arsip fisik. Data fisik yang tidak terkelola dengan baik 

mempersulit proses audit oleh Inspektorat. karena bukti 

pertanggungjawaban tidak lengkap dan tidak memiliki standar operasional 
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prosedur, sehingga melemahkan integritas dan transparansi organisasi. 

Sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas saat pelaksanaan 

Audit 

Untuk mengatasi isu krusial tersebut, dibutuhkan sebuah inovasi 

sebagai respons atas kebutuhan untuk meningkatkan kualitas validasi data 

dengan menerapkan standar diiringi dengan penerapan teknologi digital. 

Oleh karena itu, kebutuhan untuk segera menetapkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) baku dan wajib mengenai penggunaan foto geotagging 

dalam setiap pengecekan fisik lapangan menjadi agenda krusial bagi 

Inspektorat Rokan Hulu guna memperkuat kualitas bukti audit dan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan daerah. 

Melalui inovasi ini diharapkan kualitas dokumentasi pelaksanaan 

pembangunan akan meningkat, dan berkontribusi langsung pada efektivitas 

pelaksanaan audit secara keseluruhan. Inovasi ini diberi judul 

“Optimalisasi Pengumpulan Dokumentasi Foto Melalui Penerapan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Berbasis Geotegging Dan Share 

drive Di Inspektorat Rokan Hulu”. 

B. Tujuan 

Adapun tujuan laporan pelaksanaan aktualisasi ini, antara lain :  

1. Memahami lebih dalam tentang Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil. 

2. Membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil yang menerapkan 

Nilai  Dasar BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. 
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3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit  

bangunan fisik  

4. Untuk menyediakan Standar Operasional Prosedur yang baku 

untuk melakukan dokumentasi 

5. Untuk meningkatkan kualitas validitas data dokumentasi demi 

mendukung temuan audit, reviu atau investigasi jika berhadapan 

dengan Aparat Penegak Hukum (APH) 

C. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup laporan  aktualisasi ini, antara lain : 

1. Hal-hal yang melatarbelakangi adanya isu yang muncul di unit 

kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Belum 

Optimalnya Pengumpulan Dokumentasi Bahan Material Saat 

Pelaksanaan Audit di Inspektorat Rokan Hulu. 

2. Dalam upaya menyelesaikan isu tersebut dibuatlah gagasan 

pemecahan masalah isu tersebut dengan melakukan 

Peningkatan Validitas Data Pengecekan Fisik Bangunan Melalui 

Optimalisasi Pengumpulan Dokumentasi Foto Melalui 

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Berbasis 

Geotegging Dan Share drive Di Inspektorat Daerah Rokan Hulu 

3. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan pada masa habituasi/off 

campus mulai dari tanggal 20 Oktober – 29 November 2025 

4. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di wilayah Inspektorat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu 



 

6 
 

BAB II 

PROFIL INSTANSI DAN PROFIL PESERTA 

A. Profil Instansi 

1. Sejarah Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diawali pada 16 

Mei 1999, ketika Panitia Pembentukan Rohul, didukung oleh 210 

perwakilan masyarakat dari berbagai elemen, menyampaikan aspirasi 

pemekaran kepada DPRD Kabupaten Kampar, Bupati Kampar, DPRD 

Provinsi Riau, hingga Gubernur Riau. Proses ini mendapat titik terang 

saat Gubernur Riau, Saleh Djasid, mengeluarkan Surat Nomor: 

135/TP/1303 pada 3 Juni 1999, yang mendorong Bupati Kampar 

(Beng Sabli) untuk memekarkan wilayah tersebut. Merespons surat 

tersebut, DPRD Kampar menyetujui dan mengusulkan pemekaran ke 

Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid pada 8 Juni 1999. Upaya ini 

berujung pada disahkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan 

Hulu kemudian resmi menjadi daerah otonom dengan ibu kota Pasir 

Pengaraian, diresmikan oleh Mendagri Faisal Tanjung pada 12 

Oktober 1999, bersamaan dengan tujuh kabupaten lainnya. 
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Gambar 2.1 Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Sumber : Dokumentasi Inspektorat 2025 

Setelah resmi berdiri, muncul permasalahan mengenai wilayah 

yang dikecualikan dalam UU No. 53 Tahun 1999, yaitu Desa Tandun, 

Aliantan, dan Kabun (TALIBUN). Di bawah kepemimpinan Bupati H. 

Ramlan Zas, SH, masyarakat dan pemerintah daerah berjuang agar 

tiga desa tersebut diakui sebagai bagian dari Rohul. Perjuangan ini 

berhasil dengan adanya revisi melalui Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2003 yang mengubah UU No. 53 Tahun 1999, serta dikuatkan 

oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004 pada 26 

Agustus 2004, yang secara definitif memasukkan TALIBUN ke dalam 

wilayah Rokan Hulu. Dasar hukum pembentukan Rokan Hulu terakhir 

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 pada 21 

Juli 2008.  

Seiring dengan diresmikannya Kabupaten Rokan Hulu sebagai 

daerah otonom secara de facto dan de jure pada tanggal 12 Oktober 
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1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang 

kemudian direvisi terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2008, maka 

secara otomatis terbentuk pula struktur organisasi pemerintahan 

daerah yang baru. Salah satu lembaga vital yang dibentuk untuk 

menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan internal adalah Badan 

Pengawas Daerah (Bawasda), sebagai cikal bakal dari Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Rokan Hulu. Pembentukan 

lembaga ini menjadi landasan awal bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk 

melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan 

kinerja Perangkat Daerah. Dalam perjalanan waktu dan penyesuaian 

regulasi pusat mengenai nomenklatur kelembagaan, Bawasda 

kemudian bertransformasi menjadi Inspektorat Daerah, sebuah 

lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sekaligus 

menjamin akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan di 

Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Visi dan Misi  

2.1. Visi : 

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah 

“Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju 

Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan”. 
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2.2 Misi : 

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka 

ditetapkan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

sebagai berikut: 

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih, transparan dan memberi ruang bagi 

partisipasi/peran Masyarakat  

b. Meningkatkan integritas aparatur pemeritahan untuk 

memperkuat budaya pemerintahan yang baik, bersih, 

serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) 

c. Meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi, yang 

didasarkan pada paradigma pemerintah sebagai 

pelayan, bukan  sebagai penguasa.  

d. Mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang 

lebih baik. Lebih cepat dan terjangkau dari sisi biaya 

atas pelayanan tersebut. 

3. Kedudukan 

Inspektorat merupakan unsur pengawas terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

4. Tugas dan Fungsi 

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi melakukan perencanaan 

program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi 
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pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 

tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Bupati dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan 

urusan pemerintahan di Daerah. 

5. Struktur Organisasi 

Berdasarkan peraturan bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 

2024, susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten terdiri dari :  

a. Inspektur;  

b. Sekretariat, terdiri atas subbagian administrasi umum dan 

keuangan;  

c. Inspektur Pembantu I bidang pembangunan;  

d. Inspektur Pembantu II bidang keuangan;  

e. Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan;  

f. Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan perekonomian; 

g. Inspektur Pembantu V bidang investigasi; dan  

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Jabatan Fungsional dipimpin oleh 

Inspektur Pembantu, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian. 
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STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH  

KABUPATEN ROKAN HULU 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

(Sumber : Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2024) 

6. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Inspektur 

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan Bupati pada bidang pengawasan. Adapun 

tugas dan fungsi dari inspektur adalah sebagai berikut :  

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan pada Sekretariat dan Inspektur 

Pembantu;  
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b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat dan 

Inspektur Pembantu;  

c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja 

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;  

d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan dari Bupati;  

e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;  

f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana 

korupsi;  

g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi 

birokrasi;  

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada 

Sekretariat Inspektur Pembantu;  

i. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat 

Pembantu; dan Inspektur  

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi, 

fasilitasi dan evaluasi terkait urusan administasi umum, 

keuangan, analisis dan evaluasi serta perencanaan. 

Adapun tugas dan fungsi sekretariat sebagai berikut : 
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a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan 

pengembangan rencana program/kegiatan dan 

anggaran;  

b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional 

pada sekretariat, anggaran pengawasan, penyiapan 

penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan pengadministrasian kerja sama;  

c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi 

dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

Sekretariat;  

d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi 

pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis 

dan penyajian laporan hasil pengawasan serta 

monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan 

pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan Inspektur;  

e. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan;  

f. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, tata 

usaha, perlengkapan dan rumah tangga;  

g. Perencanaan program kerja pengawasan;  

h. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan 

perundang- undangan serta pengelolaan 

dokumentasi hukum;  
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i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan 

dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;  

j. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil 

analisis dan evaluasi pengawasan;  

k. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut 

hasil pengawasan;  

l. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan 

laporan kinerja Inspektorat Daerah;  

m. Pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksaan tugas dan kegiatan substansi analisis dan 

evaluasi; dan  

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

atasan sesuai tugas dan fungsinya 

3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

Subbagian administasi umum dan keuangan mempunyai 

tugas dan fungsi sebagai berikut :  

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran 

pada subbagian administasi umum dan keuangan; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan 

subbagian administasi umum dan keuangan;  

c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;  
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d. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha 

Inspektorat Daerah;  

e. Melaksanakan urusan perlengkapan;  

f. Melaksanakan urusan rumah tangga;  

g. Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan 

tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;  

h. Melaksanakan perbendaharaan;  

i. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan 

keuangan;  

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat 

laporan pelaksaan tugas dan kegiatan pada 

subbagian administasi umum dan keuangan; dan  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

4. Inspektur Pembantu I Bidang Pembangunan 

Adapun tugas dan fungsi inspektur Pembantu I Bidang 

Pembangunan adalah sebagai berikut : 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan 

dan pengawasan terhadap bidang pembangunan 

Perangkat Daerah;  

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah;  
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c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; 

fungsional  

d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat 

Daerah bidang pembangunan;  

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat 

Daerah bidang pembangunan;  

f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan penyelenggaraan urusan bidang 

pembangunan pemerintahan daerah;  

g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP 

lainnya;  

h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan;  

i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Inspektur;  

j. Pelaksanaan Pengawasan program reformasi 

birokrasi;  

k. Penyusunan laporan hasil pengawasan.  

l. Penyusunan program kerja dan rencana operasional 

pada Inspektorat Pembantu I bidang pembangunan;  
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m. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi 

dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

Inspektorat Pembantu I bidang pembangunan;  

n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan  

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

5. Inspektur Pembantu II Bidang Keuangan 

Adapun tugas dan fungsi Inspektur Pembantu II Bidang 

Keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan 

dan pengawasan terhadap bidang keuangan 

Perangkat Daerah;  

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah;  

c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah; 

fungsional  

d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat 

Daerah bidang keuangan;  
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e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat 

Daerah bidang keuangan;  

f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan penyelenggaraan urusan bidang 

keuangan Pemerintahan Daerah;  

g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP 

lainnya;  

h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan;  

i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Inspektur;  

j. Pelaksanaan pengawasan program reformasi 

birokrasi;  

k. Penyusunan laporan hasil pengawasan.  

l. Penyusunan program kerja dan rencana operasional 

pada Inspektur Pembantu II bidang keuangan;  

m. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi 

dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

Inspektur Pembantu II Bidang Keuangan;  

n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan  
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o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

6. Inspektur Pembantu III Bidang Pemerintahan 

Adapun tugas dan fungsi Inspektur Pembantu III Bidang 

Pemerintahan adalah sebagai berikut : 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan 

dan pengawasan terhadap bidang pemerintahan 

Perangkat Daerah;  

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah;  

c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan 

fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah;  

d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat 

Daerah bidang pemerintahan;  

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat 

Daerah bidang pemerintahan;  

f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan penyelenggaraan urusan bidang 

pemerintahan daerah; 
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g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP 

lainnya;  

h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan;  

i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Inspektur 

j. Pelaksanaan Pengawasan program reformasi 

birokrasi;  

k. Penyusunan laporan hasil pengawasan   

l. Penyusunan program kerja dan recana operasional 

pada Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan;  

m. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi 

dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan;  

n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan kepada Inspektur. 

7. Inspektur Pembantu IV Bidang Sosial dan Perekonomian 

Adapun tugas dan fungsi Inspektur Pembantu IV Bidang 

Sosial dan Perekonomian adalah sebagai berikut : 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan 

dan pengawasan terhadap bidang sosial dan 

perekonomian Perangkat Daerah;  
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b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah;  

c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; 

fungsional  

d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat 

Daerah bidang sosial dan perekonomian;  

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat 

Daerah bidang sosial dan perekonomian;  

f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan penyelenggaraan urusan bidang sosial 

dan perekonomian pemerintahan daerah;  

g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP 

lainnya;  

h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan;  

i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Inspektur;  

j. Pelaksanaan Pengawasan program reformasi 

birokrasi;  

k. Penyusunan laporan hasil pengawasan.  
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l. Penyusunan program kerja dan recana operasional 

pada Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan 

perekonomian;  

m. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi 

dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan 

perekonomian; 

n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan  

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

8. Inspektur Pembantu V Bidang Investigasi 

Adapun tugas dan fungsi Inspektur Pembantu V Bidang 

Investigasi adalah sebagai berikut : 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan 

dan pengawasan terhadap bidang Investigasi 

Perangkat Daerah;   

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah;  
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c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; 

fungsional  

d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat 

Daerah bidang Investigasi;  

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat 

Daerah bidang investigasi ; 

f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan penyelenggaraan urusan bidang 

investigasi pemerintahan daerah;  

g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP 

lainnya;  

h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan;  

i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Inspektur 

j. Pelaksanaan Pengawasan program reformasi 

birokrasi; 

penyusunan laporan hasil pengawasan; 

k. Penyusunan program kerja dan recana operasional 

pada Inspektur Pembantu V bidang investigasi; 

penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi 
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dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

Inspektur Pembantu V bidang investigasi;  

l. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, 

ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Jenis, jenjang dan jumlah 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ditetapkan 

berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis 

beban kerja. 

7. NILAI-NILAI ORGANISASI 

a. Berorientasi Pelayanan: Bappeda Kota Dumai berupaya 

memahami kebutuhan masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya. Dalam proses perencanaan, mereka 

memastikan suara publik terdengar melalui forum 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), 

konsultasi publik, dan survei partisipatif. Tujuannya agar 
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program dan kebijakan yang dirumuskan benar-benar 

solutif dan tepat sasaran. 

b. Akuntabel: Perencanaan pembangunan menuntut 

transparansi dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan, 

mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, hingga 

alokasi anggaran, dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Bappeda memastikan setiap 

rupiah yang dianggarkan digunakan secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan publik, bukan untuk tujuan lain. 

c. Kompeten: Perencana pembangunan dituntut memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir. Bappeda 

mendorong setiap ASN untuk terus meningkatkan 

kompetensi, baik melalui pelatihan, riset, maupun 

kolaborasi dengan para ahli. Hal ini penting untuk 

menghasilkan rencana pembangunan yang inovatif dan 

relevan dengan tantangan masa kini 

d. Harmonis: Perencanaan pembangunan seringkali 

melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang 

berbeda. Bappeda berperan sebagai jembatan untuk 

menciptakan iklim kerja yang harmonis, di mana perbedaan 

pendapat dipandang sebagai kekayaan untuk mencapai 

solusi terbaik. Mereka memfasilitasi dialog yang konstruktif 
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antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

sektor swasta, dan masyarakat.  

e. Loyal: Nilai loyalitas tecermin dalam dedikasi ASN Bappeda 

untuk mengabdi pada negara dan daerah. Mereka 

berkomitmen untuk menjaga nama baik instansi dan 

melaksanakan setiap kebijakan pembangunan dengan 

penuh tanggung jawab, demi terwujudnya visi dan misi 

Kota Dumai yang lebih baik.  

f. Adaptif: Dunia terus berubah, begitu pula tantangan 

pembangunan. Bappeda Kota Dumai bersifat adaptif dalam 

merespons perubahan, seperti dinamika ekonomi global, 

perkembangan teknologi, atau isu lingkungan. Mereka 

tidak terpaku pada metode lama, melainkan terus 

berinovasi dalam menyusun rencana yang responsif 

terhadap kondisi terkini.  

g. Kolaboratif: Perencanaan pembangunan adalah kerja tim. 

Bappeda tidak dapat bekerja sendiri. Mereka aktif 

membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk 

instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, swasta, 

dan masyarakat sipil. Dengan kolaborasi, mereka dapat 

mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan 

sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih 

besar 
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B. Profil Peserta 

 

 

Nama   :  Ruly Sultan Siahaan, S.T 

NIP   :  20010722 202504 1 002 

Jabatan  :  Auditor Ahli Pertama 

Instansi  :  Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu  

TTL   :  Desa Ngaso, 22 Juli 2001 

Agama  :  Kristen Protestan 

Alamat  :  Jl. Jelutung Pasar Baru  

Pendidikan  :  S1 - Teknik Sipil  

Motto Hidup   :  Fortiter et Fideliter. 
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1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok auditor ahli pertama adalah meliput kegiatan audit, 

review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk 

memastikan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Permen PANRB no 

48 tahun 2022 tugas jabatan fungsional Auditor adalah melakukan 

pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Adapun rincian 

kegiatan/tugas jabatan auditor ahli pertama yaitu: 

a.  Mengidentifikasi data/bahan dalam rangka penyusunan rencana 

strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan 

tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman 

Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan 

Intern 

b.  Mengidentifikasi data/informasi dalam penugasan pemberian 

keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan 

tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian 

keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan 

c.  Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses 

penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan 

kompleksitas rendah 
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d.  Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi dalam 

rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan 

aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan 

lainnya 

e.  Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil 

Pengawasan Intern 

f.  Melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan 

Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern 

yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang 

g.  Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/bahan dalam rangka 

evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil 

Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi 

Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan 

penjaminan kualitas Pengawasan Intern. 
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BAB III 

RINGKASAN LAPORAN AKTUALISASI 

A. Deskripsi Core Isu 

Laporan pelaksanaan Aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi 

dan deskripsi Isu atau Permasalahan yang ditemukan oleh penulis dalam 

melaksanakan tugas sebagai Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. Adapun isu yang diangkat oleh penulis 

berdasarkan identifikasi Isu antara lain : 

1. Belum Optimalnya Pengumpulan Dokumentasi Bahan Material 

Saat Pelaksanaan Audit di Inspektorat Rokan Hulu. 

a. Data dan Fakta 

Dalam pelaksanaan tugas salah sebagai Aparatur Sipil Negara 

dengan Auditor Ahli Pertama yang melakukan Audit pembangunan 

fisik di lapangan, Kondisi saat ini dokumentasi foto masih belum 

lengkap dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas saat 

pelaksanaan Audit.   

Berikut merupakan fakta pendukung yang terjadi yang dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.1 Dokumentasi Pembangunan Fisik Desa 

b. Dampak dan Parapihak yang terkena dampak jika isu tidak 

diselesaikan. 

Dampak yang terjadi jika masalah ini tidak ditangani adalah 

merusak kualitas bukti audit, efisiensi kerja, dan kredibilitas secara 

keseluruhan. Tanpa standar baku, validitas bukti yang dikumpulkan 

akan terus dipertanyakan. Auditor akan terus menghabiskan waktu 

yang tidak perlu untuk mengkonfirmasi keabsahan foto alih-alih 

berfokus pada analisis temuan. 

c. Hubungan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN 

Dalam melaksanakan tugas sebagai ASN tentunya Manajemen 

ASN dan Smart ASN diterapkan sebagaimana kewajiban kita sebagai 

ASN, dimana ASN harus melaksanakan kegiatan pekerjaan dengan 

profesionalisme dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Isu ini 

menghambat penerapan Manajemen ASN yang efektif dan akuntabel, 

dan sekaligus menunjukkan kurangnya Implementasi Smart ASN 
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dalam penggunaan Inovasi berbasis Teknologi untuk mewujudkan 

Smart Governance. 

2. Belum Optimalnya Mekanisme Berbagi Dokumen dan Data Audit 

Antar Anggota Tim Audit di Inspektorat Rokan Hulu. 

a. Data dan fakta 

Berdasarkan pengamatan di lingkungan kerja Inspektorat Rokan 

Hulu, dalam proses pelaksanaan audit ditemukan bahwa mekanisme 

berbagi dokumen dan data audit antar anggota tim masih belum 

optimal. Hal ini terlihat dari dominannya penggunaan cara manual 

atau platform tidak resmi. Mayoritas Dokumen Kertas Kerja Audit 

(KKA) dan bukti pengawasan masih dipertukarkan melalui email 

pribadi, aplikasi chatting seperti WhatsApp, atau bahkan penyimpanan 

lokal di perangkat masing-masing auditor. Akibatnya, tim audit dan 

Pengendali Teknis (Daltu) sering menghadapi kesulitan dalam 

melacak versi dokumen yang paling update, yang meningkatkan risiko 

menggunakan data kadaluarsa atau terjadinya inkonsistensi dalam 

laporan. Lebih lanjut, ketiadaan shared drive terpusat yang 

terstandarisasi juga mengakibatkan kesulitan pengarsipan dan 

pemborosan waktu yang signifikan saat harus mencari kembali bukti 

audit dari periode pengawasan sebelumnya. 
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Gambar 3.2 Auditor melakukan pertukaran data dan dokumen 

b. Dampak dan Parapihak yang terkena dampak jika isu tidak 

diselesaikan. 

Dampak jika isu ini terus berlanjut adalah menghambat efisiensi 

kerja tim, dan akuntabilitas serta validitas data audit dapat melemah, 

yang secara langsung memengaruhi kualitas Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Rokan Hulu. Secara internal, hal ini 

menyebabkan inefisiensi waktu kerja akibat proses reviu yang lambat 

dan pengarsipan yang kacau, membuat proses audit berikutnya 

menjadi terhambat. 

c. Hubungan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN. 

Dalam melaksanakan tugas sebagai ASN tentunya Manajemen 

ASN dan Smart ASN diterapkan sebagaimana kewajiban kita sebagai 

ASN, dimana ASN harus melaksanakan kegiatan pekerjaan dengan 

profesionalisme dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Isu ini 
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menghambat penerapan Manajemen ASN dalam mendukung Sistem 

Merit dengan meningkatkan kompetensi dan kinerja Pegawai ASN. 

Implementasi sistem berbagi data yang terpusat dan terstruktur 

mendorong auditor untuk menguasai literasi digital baru, yang 

merupakan inti dari Smart ASN. Dengan data yang mudah diakses 

dan diverifikasi secara real-time, kualitas Kertas Kerja Audit (KKA) 

meningkat, sehingga memfasilitasi penilaian kinerja yang lebih objektif 

dan akuntabel. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya 

menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mentransformasi auditor 

menjadi Smart ASN yang adaptif terhadap teknologi, sekaligus 

memperkuat integritas dan profesionalisme yang dituntut oleh 

Manajemen ASN untuk mewujudkan Smart Governance. 

3. Kurang Optimalnya Efisiensi Waktu Pengecekan Fisik Proyek 

Pembangunan Akibat Penggunaan Metode Manual dan Minimnya 

Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Tim Audit di Inspektorat 

Rokan Hulu 

a. Data dan Fakta  

Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan audit fisik di 

Inspektorat Rokan Hulu, ditemukan bahwa efisiensi waktu Tim Audit di 

lapangan masih jauh dari optimal. Proses pengecekan fisik proyek 

pembangunan saat ini masih didominasi oleh metode manual, di mana 

pencatatan hasil pengukuran, koordinat GPS, dan checklist dilakukan 

menggunakan buku catatan atau formulir cetak. Data menunjukkan 
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bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan untuk aktivitas non-

pengecekan seperti menulis ulang dan memindahkan data dapat 

mencapai persentase signifikan dari total waktu audit lapangan. 

Ketergantungan pada pencatatan manual ini berujung pada tingginya 

kasus entri data ganda saat kembali ke kantor, serta selisih waktu 

yang lama antara pengumpulan data dan pengolahannya. Kurangnya 

pemanfaatan teknologi digital untuk integrasi data, seperti formulir 

mobile dengan geotagging otomatis, menyebabkan proses kerja 

menjadi tidak efisien, memperlambat penyelesaian Kertas Kerja Audit, 

dan meningkatkan risiko human error dalam validasi data fisik proyek. 

b. Dampak dan Parapihak yang terkena dampak jika isu tidak 

diselesaikan. 

Jika isu inefisiensi waktu pengecekan fisik proyek akibat metode 

manual ini terus berlanjut, dampaknya akan mengganggu keseluruhan 

siklus audit. Dampak utamanya adalah pemborosan waktu dan 

sumber daya (seperti kertas dan tinta untuk formulir cetak) serta 

peningkatan risiko human error saat melakukan double entry data dari 

catatan manual ke sistem digital. Hal ini secara langsung 

memperlambat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

Pihak-pihak yang paling dirugikan adalah Anggota Tim Audit 

(terbebani oleh pekerjaan administrasi manual yang tidak efisien dan 

rentan kesalahan), Pengendali Teknis/Irban (menghadapi Kertas Kerja 

Audit yang datanya belum terintegrasi dan butuh waktu reviu lebih 



 

36 
 

lama), dan pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan 

Masyarakat (karena hasil pengawasan tidak dapat disajikan dengan 

cepat dan optimal, sehingga early warning system Inspektorat menjadi 

kurang responsif dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan 

proyek). 

c. Hubungan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN. 

Dalam melaksanakan tugas sebagai ASN tentunya Manajemen 

ASN dan Smart ASN diterapkan sebagaimana kewajiban kita sebagai 

ASN, dimana ASN harus melaksanakan kegiatan pekerjaan dengan 

profesionalisme dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Isu ini 

menghambat penerapan Manajemen ASN pada peningkatan kualitas 

kinerja dan akuntabilitas. Dalam kerangka Smart ASN, pengenalan 

dan implementasi formulir digital (e-Cek Fisik) yang otomatis mencatat 

waktu dan lokasi adalah bentuk peningkatan literasi digital dan 

penguasaan teknologi bagi Tim Audit. Hal ini mentransformasi auditor 

menjadi pegawai yang adaptif dan efisien. 

 

B. Analisis Core Isu 

Setelah dilakukan identifikasi isu berdasarkan tugas dan fungsi yang 

bermasalah, tahapan selanjutnya adalah menetapkan isu. Berdasarkan isu 

yang ditemukan dan dipaparkan, perlu dilakukan proses identifikasi isu 

untuk menentukan isu mana yang prioritas yang dapat dicarikan solusi oleh 

penulis. Proses identifikasi isu tersebut menggunakan APKL sebagai alat 
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bantu penetapan kriteria kualitas isu. Kriteria pertama adalah APKL (Aktual, 

Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan). Aktual artinya benar-benar 

terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik 

artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu 

dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup 

orang banyak. Sedangkan Layak artinya isu yang masuk akal dan realistis 

serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. 

 Hasil penetapan Isu yang akan diangkat kedalam Aktualisasi ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Penetapan Isu Prioritas Dengan Metode APKL 

No. Isu 
Kriteria 

Total 
A P K L 

1. 

Belum Optimalnya Pengumpulan 

Dokumentasi Bahan Material Saat 

Pelaksanaan Audit di Inspektorat 

Rokan Hulu 

5 4 4 4 17 

2. 

Belum Optimalnya Mekanisme 

Berbagi Dokumen dan Data Audit 

Antar Anggota Tim Audit di 

Inspektorat Rokan Hulu 

4 3 3 5 15 

3. 

Kurang Optimalnya Efisiensi Waktu 

Pengecekan Fisik Proyek 

Pembangunan Akibat Penggunaan 

Metode Manual dan Minimnya 

Pemanfaatan Teknologi Digital oleh 

Tim Audit di Inspektorat Rokan Hulu 

4 3 4 3 14 
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Keterangan : 

Nilai 1 : Tidak Penting 

Nilai 2 : Kurang Penting  

Nilai 3 : Cukup Penting  

Nilai 4 : Penting  

Nilai 5 : Sangat Penting  

Aktual artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan 

terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Pada isu kesatu 

mendapatkan nilai 5 karena dokumentasi foto adalah salah satu bukti yang 

sangat diperlukan untuk validasi data bahan material dan proses 

pembangunan fisik. Problematik, artinya isu yang menyimpang dari kondisi 

yang seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang 

perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Pada isu ke satu mendapatkan 

nilai 4 karena apabila tidak segera ditindaklanjuti maka akan 

mengakibatkan Keraguan terhadap validitas. Jika data fisik diragukan, 

seluruh temuan audit bisa lemah. Kekhalayakan, artinya isu yang secara 

langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada isu kesatu, 

mendapatkan nilai 4 karena Isu ini mempengaruhi kualitas dan akuntabilitas 

hasil kerja Inspektorat secara keseluruhan, yang mempengaruhi 

kepercayaan publik (walaupun secara tidak langsung). Layak, Kriteria ini 

menilai seberapa rasional, realistis, dan memungkinkan isu tersebut untuk 

ditangani dengan sumber daya dan kewenangan yang ada. Pada isu kesatu 

mendapatkan nilai 5 karena isu ini merupakan wewenang Inspektorat untuk 
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membuat standar teknis internal. Penyelesaiannya fokus pada pembuatan 

SOP dan penyuluhan.  

Penilaian dengan menggunakan APKL dilakukan untuk menetapkan 

Isu utama yang nantinya akan digunakan dan diangkat menjadi isu atau 

permasalahan utama sebagai bahan laporan aktualisasi. Berdasarkan 

analisa penetapan isu dengan metode APKL diatas, terlihat isu yang paling 

krusial dan harus mendapat penanganan adalah isu poin 1 (satu). Maka 

penulis mengangkat isu “Belum Optimalnya Pengumpulan Dokumentasi 

Bahan Material Saat Pelaksanaan Audit di Inspektorat Rokan Hulu”. 

Berdasarkan analisis Isu dengan metode APKL, maka isu utama yang 

terpilih untuk diselesaikan adalah isu nomor dua “Belum Optimalnya 

Pengumpulan Dokumentasi Bahan Material Saat Pelaksanaan Audit di 

Inspektorat Rokan Hulu”. Isu ini kemudian dicari penyebabnya 

menggunakan teknik fishbone. 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Fishbone (Tulang Ikan) 
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Berdasarkan diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) yang berfokus 

pada masalah "Belum Optimalnya Pengumpulan Dokumentasi Bahan 

Material Saat Pelaksanaan Audit di Inspektorat Rokan Hulu", analisis 

penyebab utama dapat dikelompokkan menjadi empat kategori sebagai 

berikut: 

1. Metode (Method) : Masalah utama pada proses kerja adalah 

Belum adanya SOP dokumentasi yang baku. Ketiadaan standar 

operasional tertulis yang jelas menyebabkan inkonsistensi dalam 

tata cara pengambilan, penamaan, dan pelaporan foto 

dokumentasi audit oleh auditor. 

2. Manusia (Man) : Faktor sumber daya manusia dipengaruhi oleh 

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan dari auditi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pihak yang diaudit (auditi) mungkin 

belum sepenuhnya memahami pentingnya atau standar 

dokumentasi foto material, sehingga data yang disajikan tidak 

optimal atau tidak lengkap. 

3. Material : Kategori ini menyoroti kurangnya instrumen atau 

standar pendukung, yaitu Belum adanya format pengumpulan 

dokumentasi. Ketidakseragaman format membuat proses 

penyerahan dan pengarsipan foto menjadi tidak terstruktur dan 

sulit diverifikasi. 

4. Mesin (Machine) : Aspek teknologi dan infrastruktur 

menunjukkan adanya kendala pada Belum adanya ketersediaan 
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ruang penyimpanan digital. Keterbatasan atau ketiadaan server 

atau shared drive yang memadai menghambat pengarsipan foto 

berkualitas tinggi dalam jumlah besar, menyulitkan akses data 

bagi tim audit. 

Dari empat faktor diatas, yang menjadi faktor utama penyebab Belum 

Optimalnya Pengumpulan Dokumentasi Bahan Material Saat Pelaksanaan 

Audit di Inspektorat Rokan Hulu adalah Belum adanya SOP dokumentasi 

yang baku di Inspektorat Daerah Rokan Hulu 

C. Rumusan Isu 

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan di Pemerintah Daerah Rokan 

Hulu, Inspektorat Daerah Rokan Hulu peran strategis dalam memastikan 

akuntabilitas pembangunan desa, tidak hanya pada aspek administrasi 

keuangan tetapi juga pada kesesuaian fisik infrastruktur di lapangan. 

Dokumen audit fisik, yang mencakup kertas kerja pemeriksaan dan 

dokumentasi visual kegiatan, merupakan bukti otentik yang krusial untuk 

memvalidasi realisasi anggaran pembangunan oleh pemerintah desa. 

Namun, berdasarkan hasil pengamatan selama bekerja sebagai CPNS di 

lingkungan kerja tersebut, ditemukan bahwa pengendalian dokumen audit 

fisik belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

memadai dan adaptif teknologi. Penyimpanan dokumentasi bukti fisik masih 

dilakukan secara konvensional atau terpencar di perangkat pribadi tanpa 

terintegrasi dalam penyimpanan berbasis cloud (Drive), serta foto 
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dokumentasi lapangan belum menyertakan titik koordinat (geotagging) 

sebagai standar validasi. Kondisi ini berdampak pada sulitnya verifikasi 

keaslian lokasi objek pemeriksaan, tingginya risiko kehilangan data audit, 

serta inefisiensi waktu dalam penelusuran dokumen yang pada akhirnya 

menurunkan kualitas dan validitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

Penulis membuat daftar fokus, locus dan waktu pelaksanaan tersebut 

sebagai berikut: 

a. Fokus 

Mengoptimalisasi pengumpulan dokumen audit pembangunan fisik 

desa berbasis geotagging dan drive 

b. Locus 

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

c. Waktu Pelaksanaan 

46 Hari (21 Oktober s.d 5 Desember 2025) 

D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu 

Berdasarkan hasil analisis isu dan penyebab isu, maka gagasan 

kreatif yang penulis lakukan untuk menyelesaikan core isu tersebut adalah 

“Optimalisasi Pengumpulan Dokumentasi Foto Melalui Penerapan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Berbasis Geotegging Dan Share 

drive Di Inspektorat Rokan Hulu”. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis yang 

baku dan mengikat yang berisi serangkaian langkah-langkah, instruksi, 

atau tata cara kerja kronologis yang harus diikuti oleh individu atau tim 
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dalam menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, atau proses tertentu dalam 

sebuah organisasi. Melalui SOP ini, auditi diwajibkan menggunakan aplikasi 

geotagging saat mendokumentasikan setiap titik kritis proyek konstruksi, 

seperti bahan material, progress pembangunan dan lain sebagainya. Bukti 

foto yang dihasilkan akan memiliki metadata koordinat GPS dan timestamp 

yang tersemat, sehingga menghilangkan risiko manipulasi dan secara 

signifikan meningkatkan kredibilitas temuan kepada Auditor dan aparat 

penegak hukum. Selanjutnya, seluruh bukti foto yang tervalidasi tersebut 

akan diarsipkan secara terpusat dan terstruktur melalui Share Drive 

Inspektorat, menjamin kemudahan akses, keamanan data, dan konsistensi 

dalam penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA), sekaligus mendukung upaya 

Inspektorat menuju pengawasan berbasis digital yang akuntabel. 

Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu ini merupakan bentuk 

perwujudan dari manajemen ASN yaitu fungsi sebagai pelaksana kebijakan 

publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Selain itu, 

gagasan ini merupakan upaya dalam perkembangan penyampaian 

informasi di era digitalisasi yang mana tujuan ini adalah untuk 

menghilangkan risiko manipulasi dan secara signifikan meningkatkan 

kredibilitas temuan. Dalam konteks Smart ASN, gagasan ini merupakan 

solusi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Menuntut 

agar ASN adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi digital bukan 

hanya menjadi tantangan pelayanan tetapi juga menjadi wujud nyata 
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implementasi SMART ASN di kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan 

gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama 

masa habituasi adalah sebagai berikut:  

1. Melaksanakan konsultasi rencana dan pelaksanaan aktualisasi;  

2. Melakukan analisis awal & Persiapan Data;  

3. Membuat SOP dan sistem pengarsipan digital berbasis Share Drive;  

4. Melaksanakan sosialisasi tentang SOP dan sistem pengarsipan digital 

berbasis Share Drive; 

5. Membuat laporan hasil aktualisasi. 
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BAB IV 

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Ada beberapa kegiatan pada rancangan aktualisasi mengalami 

perubahan jadwal dari rencana awal pada rancangan aktualisasi yang 

dikarenakan adanya pengunduran jadwal pelaksanaan klasikal. Jadi kegiatan 

aktualisasi penulis dapat penambahan waktu seminggu untuk tahapan ikut 

mengalami pengunduran waktu. Berikut ini merupakan jadwal kegiatan 

aktualisasi yang telah terlaksana : 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi 

No. Kegiatan 
Oktober November Desember 

III IV I II III IV I 

1. 

Melaksanakan 

konsultasi rencana 

dan pelaksanaan 

aktualisasi (21 - 27 

Oktober 2025) 

      

 

2. 

Melakukan analisis 

awal & persiapan 

data (27 Oktober – 3 

November 2025) 

      

 

3. 

Membuat SOP dan 

sistem pengarsipan 

digital berbasis 

Share Drive (3 – 14 

November 2025) 
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4. 

Melaksanakan 

sosialisasi tentang 

SOP dan sistem 

pengarsipan digital 

berbasis Share Drive 

(14 - 21 November 

2025) 

      

 

5. 

Membuat laporan 

hasil aktualisasi (21 

November - 5 

Desember 2025) 
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B. Matrix Pelaksanaan Aktualisasi 

Unit Kerja                           : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 

Identifikasi Isu                    : 1. Belum Adanya Standar Dokumentasi Foto dan Geotagging yang Baku untuk  

Pengecekan Fisik   Bangunan Lapangan 

                                             2. Rendahnya kesadaran atau pengetahuan dari auditi mengenai pentingnya 

dokumentasi yang memadai 

                                             3. Belum adanya ketersediaan ruang penyimpanan digital yang memadai dan 

pedoman tertulis tentang bagaimana informasi digital harus dikelola dan diarsipkan 

Isu yang Diangkat              : Belum Optimalnya Pengumpulan Dokumentasi Bahan Material Saat Pelaksanaan 

Audit di Inspektorat Rokan Hulu 

Gagasan Pemecahan Isu  : Optimalisasi Pengumpulan Dokumentasi Foto Melalui Penerapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Berbasis Geotegging Dan Sharedrive Di Inspektorat 

Rokan Hulu 
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Ada beberapa kegiatan pada rancangan aktualisasi mengalami perubahan penambahan tahapan kegiatan dari 

rencana awal pada rancangan aktualisasi yang dikarenakan adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan klasikal. Berikut ini 

merupakan matriks kegiatan aktualisasi yang telah terlaksana : 

Tabel 3.3 Matriks Pelaksanaan Aktualisasi 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan 
Output/Hasil 

Kegiatan 
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 2 
Pihak-Pihak 
Yang terkait 

Potensi 
Konflik 

Ya/Tidak 

Solusi 
Jika 
Ada 

Konflik 

Ket 

1. Melaksanakan 
konsultasi 
rencana dan 
pelaksanaan 
aktualisasi 

1. Menyiapkan 
bahan konsultasi 
yang disampaikan 
kepada mentor 
secara rapi dan 
detail 

1. Tersedianya 
draft bahan 
konsultasi yang 
disampaikan 
kepada mentor 

1. Berorientasi Pelayanan - 
(Memahami dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat) : 
Saya menyiapkan 
rancangan  selaras dengan 
kebutuhan unit kerja.  

2. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 
menyusun bahan 
konsultasi yang jelas dan 

1. Inspektur 
Pembantu 
(Mentor) 
2. Peserta 

Tidak   
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terstruktur dengan baik 
sebagai bentuk 
pertanggungjawaban. 
Dengan begitu, mentor 
dapat memberikan arahan 
yang tepat berdasarkan 
data yang jelas 

3. Kompeten - (Melaksanakan 
tugas dengan kualitas 
terbaik) : Saya menyusun 
ide yang efisien dan efektif 
dengan menggunakan 
pengetahuan dan 
keterampilan sesuai 
dengan kebutuhan 
organisasi.  

4. Loyal - (Memegang teguh 
ideologi Pancasila, Undang 
Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
L945, setia kepada Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia, dan 
pemerintahan yang sah) : 
Saya menyusun bahan 
konsultasi yang disiapkan 
tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-



 

50 
 

undangan dan kebijakan 
pemerintah yang berlaku. 

5. Adaptif - (Bertindak 
proaktif) : Saya 
menggunakan teknologi 
untuk membantu dalam 
menyiapkan bahan 
konsultasi serta 
mempertimbangkan 
rekomendasi dari mentor 
agar rencana dapat 
dilaksanakan dengan 
fleksibel dan efektif. 

2. Melakukan 
konsultasi 
rencana 
pelaksanaan 
aktualisasi. 

1. Tersedianya 
catatan hasil 
konsultasi 
rencana 
pelaksanaan 
aktualisasi 
 

1. Harmonis - (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif;) : Saya  
membangun komunikasi 
yang efektif dan kolaboratif 
serta menghargai setiap 
pendapat dengan mentor. 

2. Adaptif - (Cepat 
menyesuaikan diri 
menghadapi perubahan) : 
Saya terbuka terhadap 
perubahan dan masukan 
yang diberikan mentor saat 
konsultasi.  

1. Inspektur 
Pembantu 
(Mentor) 
2. Peserta 

Tidak   
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3. Kolaboratif - (Terbuka 
dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah) 
: Saya berpartisipatif aktif 
dalam mendengarkan 
setiap arahan dan saran 
dari mentor dengan sikap 
terbuka dan hormat 

4. Kompeten - (Melaksanakan 
tugas dengan kualitas 
terbaik) : Saya memahami 
materi dan menyampaikan 
rencana kegiatan dengan 
data dan analisis yang kuat 

3. Meminta 
persetujuan 
mentor terkait 
pelaksanaan 
aktualisasi 
sebagai hasil dari 
penyusunan 
mandiri peserta 
sesuai Laporan 
Kegiatan 
Aktualisasi. 

1. Tersedianya 
lembar 
persetujuan 
pelaksanaan 
penulisan 
aktualisasi. 

1. Berorientasi Pelayanan-
(Memahami dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat) : 
Saya  memastikan 
rancangan aktualisasi ini 
memberikan manfaat nyata 
bagi organisasi, dan 
masyarakat dengan 
meminta persetujuan 
mentor.  

2. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 

1. Inspektur 
Pembantu 
(Mentor) 
2. Peserta 

Tidak   



 

52 
 

berintegritas tinggi) : Saya 
bertanggung jawab penuh 
atas setiap tahapan yang 
telah saya rencanakan 
dengan meminta 
persetujuan resmi dari 
mentor. 

3. Kompeten - (Melaksanakan 
tugas dengan kualitas 
terbaik) : Saya memahami 
pentingnya persetujuan 
resmi pimpinan dalam 
melaksanakan tugas 
dengan meminta 
persetujuan dari mentor. 

4. Harmonis - (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif) : Saya menjaga 
etika, kesopanan, dan 
sikap profesional saat 
menyampaikan permintaan 
persetujuan agar 
komunikasi tetap baik dan 
penuh rasa hormat 

2. Melakukan 
analisis awal 
dan persiapan 
data 

1. Menentukan 
data dan 
informasi yang 
dibutuhkan untuk 

1. Tersedianya 
data dan 
Informasi yang 
dibutuhkan untuk 

1. Berorientasi Pelayanan-
(Memahami dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat) : 
Saya memahami dan 

1. Peserta Tidak   
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keperluan 
pembuatan SOP 

keperluan 
pembuatan SOP 
dan sistem 
pengarsipan 

menentukan data serta 
informasi dengan 
mempertimbangan 
keperluan pegawai dan 
pemerintah desa agar 
nantinya dapat membantu 
dalam efisiensi pekerjaan. 

2. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 
menyusun data dan 
informasi dengan cermat 
dan secara terstruktur 
dalam mengindentifikasi 
data yang relavan dan 
benar-benar diperlukan 
untuk mendukung SOP 
menunjukkan tanggung 
jawab saya dalam 
merencanakan dan 
mengelola data. 

3. Kompeten - (Meningkatkan 
kompetensi diri untuk 
menjawab tantangan yang 
selalu berubah) : Saya 
memilah data dan informasi 
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yang tepat membutuhkan 
pengetahuan dan 
keterampilan dalam 
memahami bagaimana 
SOP dan sistem berfungsi 
dan apa yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan 

4. Adaptif-  (Terus berinovasi 
dan mengembangkan 
kreativitas) : Saya 
menggunakan digitalisasi 
dalam pelaksanaan 
integrasi informasi  

5. Kolaboratif - (Terbuka 
dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah) 
: Saya Melakukan 
koordinasi dengan rekan 
kerja perihal data dan 
informasi yang akan di 
ditampilkan dan 
integrasikan 

2. Mengolah, 
Menyusun dan 
mengintegrasikan 
data dan 
informasi yang 
sudah didapatkan 

1. Tersedianya 
konsep  
rancangan 
mengenai 
pembuatan SOP 
dan sistem 

1. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 
menyusun data dengan 

1. Peserta Tidak   
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pengarsipan 
digital 

jujur, tidak memanipulasi 
data, dan 
mempertanggungjawabkan 
bagaimana data disusun 
dan diintegrasikan dalam 
SOP dan sistem. 

2. Kompeten - (Melaksanakan 
tugas dengan kualitas 
terbaik) : Saya menyusun 
data dan informasi dengan 
sistematis dan mudah 
dipahami, sehingga 
meningkatkan efisiensi 
dalam pembuatan SOP dan 
sistem drive 

3. Adaptif - (Terus berinovasi 
dan mengembangkan 
kreativitas) :  Saya 
mengintegrasikan teknologi 
dalam pembuatan SOP dan 
sistem drive dengan 
menyesuaikan data atau 
informasi yang diperlukan 
menunjukkan fleksibilitas 
dan responsivitas 

3. Melakukan 
konsultasi dengan 
mentor terkait isi 

1. Tersedianya 
draft catatan 
arahan dari 

1. Berorientasi Pelayanan – 
(Ramah, cekatan, solutif, 
dan dapat diandalkan) : 

1. Inspektur 
Pembantu 
(Mentor) 

Tidak   
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yang dimuat 
dalam SOP dan 
sistem 
pengarsipan 

mentor terkait 
rancangan SOP 
dan sistem 
pengarsipan 

Saya konsultasi pada 
mentor bertujuan 
memastikan SOP dan 
sistem drive nantinya dapat 
digunakan dan menjadi 
solusi bagi instansi dan 
pemerintah desa 

2. Harmonis - (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif) : saya 
membangun komunikasi 
yang efektif dan kolaboratif 
dan saling menghargai 
pendapat sehingga 
menciptakan suasana 
diskusi yang kondusif 
dengan mentor  

3. Adaptif - (Cepat 
menyesuaikan diri 
menghadapi perubahan) : 
Saya memperbaiki SOP 
dan sistem drive sesuai 
dengan perubahan dan 
masukan yang diberikan 
mentor saat konsultasi 

4. Kolaboratif - (Terbuka 
dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah) 

2. Peserta 
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: Saya berdiskusi dengan 
mentor dan mendengarkan 
setiap arahan dan saran 
dari mentor dengan sikap 
terbuka dan hormat 

5. Loyal – (Menjaga nama 
baik ASN, instansi, dan 
negara) : Saya 
menunjukkan loyalitas 
dengan mencari arahan 
resmi dan meminta 
persetujuan dari mentor. 

3. Membuat 
SOP dan 
sistem 
pengarsipan 
digital 
berbasis 
Share Drive 

1. Mencari 
referensi terkait 
cara membuat 
SOP dan sistem 
pengarsipan 
digital 

1. Tersedianya 
referensi 
pembuatan dan 
sistem 
pengarsipan 
digital 

1. Berorientasi Pelayanan - 
(Memahami dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat) : 
Saya memastikan SOP 
akan mudah dipahami dan 
bermanfaat bagi 
masyarakat dan pegawai 
kantor 

2. Kompeten - (Meningkatkan 
kompetensi diri untuk 
menjawab tantangan yang 
selalu berubah) : Saya 
secara proaktif mencari 
referensi terbaik dan ilmu 
baru untuk membuat SOP 

1. Peserta Tidak   
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dan sistem drive yang 
dibutuhkan  

3. Loyal - (Memegang teguh 
ideologi Pancasila, Undang 
Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
L945, setia kepada Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia, dan 
pemerintahan yang sah) : 
Saya memastikan semua 
materi yang saya 
kumpulkan tidak 
bertentangan dengan 
ideologi Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 
1945  

4. Adaptif - (Bertindak 
proaktif) : Saya proaktif 
beradaptasi dengan tren 
digital dan mencari cara-
cara baru untuk membuat 
SOP dan sistem drive yang 
dibutuhkan 

5. Kolaboratif - (Terbuka 
dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah 
) : Saya Melakukan 
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koordinasi dengan rekan 
kerja perihal data dan 
referensi yang dibutuhkan 

2. Membuat SOP 
dan sistem 
pengarsipan 
digital terpusat 
yang aman dan 
mudah diakses 

1. Tersedianya 
SOP dan sistem 
pengarsipan 
digital 

1. Berorientasi Pelayanan - 
(Ramah, cekatan, solutif, 
dan dapat diandalkan) : 
Saya memberikan solusi 
dalam bentuk SOP dan 
sistem pengarsipan digital 
untuk membantu efisiensi 
pekerjaan pegawai dan 
auditi dan meningkatkan 
validitas atas data yang 
diberikan pemerintah desa.  

2. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 
membuat SOP dan sistem 
drive untuk meningkatkan 
validasi data dan informasi  

3. Kompeten - (Melaksanakan 
tugas dengan kualitas 
terbaik) : Saya 
menggunakan keahlian 
dalam membuat SOP dan 
Sistem pengarsipan yang 

1. Peserta Tidak   
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terpusat, aman, dan mudah 
diakses, menunjukkan 
dedikasi untuk 
menghasilkan kualitas 
terbaik dalam pekerjaan.  

4. Adaptif – (Terus berinovasi 
dan mengembangkan 
kreativitas) : Saya 
merancang SOP dan 
Sistem drive yang inovatif 
untuk memenuhi kebutuhan 
pemerintah desa dan 
instansi dalam mengatasi 
masalah kearsipan manual 

3. Melakukan 
konsultasi dengan 
mentor terkait isi 
yang dimuat 
dalam SOP dan 
sistem 
pengarsipan 

1. Tersedianya 
draft masukan 
dan persetujuan 
dari mentor 
terkait hasil 
desain SOP dan 
sistem 
pengarsipan 

1. Kompeten - (Meningkatkan 
kompetensi diri untuk 
menjawab tantangan yang 
selalu berubah) : Saya 
terus meningkatkan 
kompetensi diri dengan 
secara proaktif agar bisa 
menyampaikan SOP dan 
sistem drive secara efektif 
dan mudah dipahami serta 
meminta masukan dari 
mentor untuk mendapatkan 
hasil yang lebih maksimal. 

1. Inspektur 
Pembantu 
(Mentor) 
2. Peserta  

Tidak   
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2. Kolaboratif - (Terbuka 
dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah) 
: Saya mendengarkan 
setiap arahan dan saran 
dari mentor dengan sikap 
terbuka dan hormat. 

3. Harmonis - (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif) : Saya 
menghargai pengalaman 
dan keahlian mentor, serta 
membangun komunikasi 
yang efektif dan suportif, 
dan menciptakan suasana 
kerja yang harmonis  

4. Adaptif – (Cepat 
menyesuaikan diri 
menghadapi perubahan) : 
Saya bersikap terbuka 
terhadap perubahan dan 
masukan yang diberikan 
mentor 

4, Menghadap 
pimpinan untuk 
penandatanganan 
dan penetapan 
SOP 

1. Tersedianya 
SOP yang 
telah 
ditandatangani 
oleh pimpinan 

1. Akuntabel – 
(Melaksanakan tugas 
dengan jujur, bertanggung 
jawab, cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 

1.  Inspektur  
2.  Inspektur 

Pembantu 
(Mentor) 

Tidak   
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memastikan dokumen 
SOP bebas dari 
kesalahan, dan meminta 
tanda tangan pimpinan 
sebagai legalitas agar 
dapat 
dipertanggungjawabkan 
dalam pelaksanaannya.  

2. Kompeten – 
(Melaksanakan tugas 
dengan kualitas terbaik) : 
Saya menyajikan draft 
SOP yang terstruktur, rapi, 
dan meyakinkan sehingga 
pimpinan yakin untuk 
menandatanganinya tanpa 
revisi  

3. Harmonis – (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif) : Saya 
melakukan komunikasi 
dengan santun dan etika 
yang baik saat menghadap 
pimpinan, serta 
menghargai waktu dan 
keputusan yang 
ditetapkan.  

3. Kasubag 
Umum 

4. Sekretaris  
5. Peserta  
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4. Loyal – (Menjaga nama 
baik ASN, instansi, dan 
negara) : Saya 
menghormati hierarki dan 
wewenang pimpinan 
dengan mengajukan 
pengesahan. Sikap disiplin 
dalam menghadap dan 
menerima arahan 
pimpinan 

4. Melaksanakan 
sosialisasi 
tentang SOP 
dan sistem 
pengarsipan 
digital 
berbasis 
Share Drive 

1. Melakukan 
persiapan dan 
konsultasi dengan 
mentor terkait 
pelaksanaan 
sosialisasi 

1.Tersedianya 
Catatan arahan 
dari mentor 
terkait sosialisasi  
2. Tersedianya 
Surat Izin 
permohonan 
sosialisasi SOP 
dan sistem 
pengarsipan 
Share Drive 

1. Berorientasi Pelayanan - 
(Memahami dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat) : 
Saya berkonsultasi tentang 
sosialisasi ini kepada 
mentor. Saya mendapatkan 
masukan dari mentor untuk 
merancang metode 
sosialisasi yang mudah 
dipahami dan sesuai 
dengan kebutuhan praktis 
aparat desa.  

2. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 
melaporkan kemajuan dan 

1. Inspektur 
Pembantu 
(Mentor) 
2. Peserta 

Tidak   
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rencana sosialisasi kepada 
mentor sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dalam 
memastikan bahwa 
sosialisasi dilakukan sesuai 
dengan rencana dan tujuan 
yang telah ditetapkan.  

3. Kompeten - (Meningkatkan 
kompetensi diri untuk 
menjawab tantangan yang 
selalu berubah) : Saya 
proaktif mencari bimbingan 
dan keahlian dari mentor 
yang lebih berpengalaman 
agar dapat melaksanakan 
sosialisasi dengan baik dan 
dapat membantu 
memastikan bahwa 
pelaksanaan dengan 
profesional  

4. Harmonis - (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif) : Saya tetap 
berkomunikasi yang baik 
dengan mentor membantu 
menjaga hubungan kerja 
yang positif dan produktif.  
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5. Loyal - (Menjaga nama baik 
ASN, instansi, dan negara) 
: Saya melakukan 
konsultasi untuk 
menunjukkan loyalitas 
terhadap terhadap mentor. 
Dengan mendapat 
bimbingan dari mentor, 
sosialisasi dapat berjalan 
dengan menjaga nama baik 
instansi dan mentor. Ini 
mencerminkan dedikasi 
saya untuk mencapai hasil 
yang terbaik 

2. Melakukan 
Sosialisasi 
kepada Auditi dan 
pegawai kantor 

1. Tersedianya 
Dokumentasi 
sosialisasi 
kepada 
masyarakat dan 
pegawai internal 
kantor 

1. Berorientasi Pelayanan - 
(Memahami dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat;) : 
Dengan 
mempertimbangkan agar 
sosialisasi dapat 
menjangkau semua 
peserta, saya melakukan 
sosialisasi melalui zoom 
meeting. Saya juga 
menyampaikan materi 
dengan metode yang 
mudah dipahami oleh 
aparat desa, ramah, dan 

1. Peserta 
2. 
Pemerintah 
Desa 
3. Pegawai 
Kantor 
 

Tidak   
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antusias saat menjawab 
pertanyaan mereka. Saya 
juga memastikan solusi 
yang saya berikan benar-
benar solutif dan dapat 
diandalkan untuk tugas 
mereka.  

2. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 
melakukan sosialisasi 
sesuai jadwal dan rencana 
yang disetujui mentor. Saya 
juga secara transparan dan 
sistematis 
bertanggungjawab agar 
semua pihak mendapatkan 
informasi yang jelas dan 
benar tentang SOP dan 
Sistem drive.  

3. Kompeten - (Meningkatkan 
kompetensi diri untuk 
menjawab tantangan yang 
selalu berubah) : Saya 
melakukan sosialisasi 
dengan menunjukkan 
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keahlian dalam 
menjelaskan tentang SOP 
dan Sistem drive dan 
mampu menjawab berbagai 
pertanyaan teknis dari 
aparat desa dengan 
meyakinkan.  

4. Harmonis – (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif) : Saya melakukan 
sosialisasi dengan cara 
yang baik dan terorganisir 
membantu menjaga 
suasana kerja yang 
harmonis, menghargai 
setiap masukan dan 
pertanyaan dari aparat 
desa, membangun suasana 
kerja yang kondusif, dan 
memastikan tidak ada 
pihak yang merasa 
direndahkan, sehingga 
terwujud lingkungan 
sosialisasi yang harmonis. 
Saya memastikan bahwa 
informasi disampaikan 
dengan cara yang positif 
dan mendukung, baik 
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kepada masyarakat 
maupun pegawai. 

5. Adaptif – (Cepat 
menyesuaikan diri 
menghadapi perubahan) : 
saya mengubah 
perencanaan dimana yang 
awalnya akan melakukan 
sosialisasi di kantor 
menjadi sosialisasi 
menggunakan via zoom 
untuk efisiensi dan 
efektivitas dikarenakan 
jumlah peserta yang sangat 
banyak dan dari berbagai 
daerah  

6. Kolaboratif – (Terbuka 
dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah) 
: Saya melakukan 
sosialisasi yang melibatkan 
kerja sama dengan rekan 
kerja dan mentor dalam 
merancang dan 
menyampaikan informasi. 
Saya meminta bantuan 
rekan kerja agar menjadi 
moderator saat sosialisasi 
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dan meminta mentor untuk 
membuka jalannya 
sosialisasi.  

7. Loyal – (Menjaga nama 
baik ASN, instansi, dan 
negara ) : saya menjaga 
nama baik institusi dengan 
memastikan Sosialisasi 
berjalan dengan baik, tidak 
ada yang melanggar 
aturan, dan Sistem 
berfungsi dengan baik. 

3. Melaporkan 
hasil sosialisasi 
kepada mentor 

1. Tersedianya 
draft catatan 
arahan dari 
mentor terkait 
hasil sosialisasi 

1. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : saya 
melaporkan data kehadiran 
peserta, dokumentasi 
kegiatan, dan kendala yang 
dihadapi tanpa menutup-
nutupi fakta. Saya juga 
bertanggung jawab atas 
keberhasilan atau 
kekurangan dalam 
pelaksanaan sosialisasi 
tersebut.  

1. Inspektur 
Pembantu 
(Mentor) 
2. Peserta 

Tidak   
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2. Loyal - (Menjaga nama baik 
ASN, instansi, dan negara) 
: saya mengikuti arahan 
pimpinan/mentor dan 
menjaga nama baik 
instansi dengan 
menunjukkan bahwa tugas 
telah selesai dilaksanakan.  

3. Adaptif - (Cepat 
menyesuaikan diri 
menghadapi perubahan) : 
Saya menunjukkan sikap 
proaktif dengan 
menyampaikan usulan 
perbaikan berdasarkan 
temuan di lapangan saat 
sosialisasi. Saya juga 
memberikan pelaporan 
yang mungkin melibatkan 
penyesuaian berdasarkan 
umpan balik yang diterima 
dari mentor.  

4. Kolaboratif – (Terbuka 
dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah) 
: Saya melaporkan hasil 
kepada mentor adalah 
bagian dari proses 
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kolaboratif di mana Saya 
bekerja sama untuk 
mengevaluasi dan 
menyempurnakan 
sosialisasi. Pendekatan ini 
memastikan bahwa Saya 
dapat berkolaborasi 
dengan mentor dalam 
perbaikan dan tindak lanjut 
yang diperlukan.  

5. Harmonis – (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif ) : Saya Menerima 
feedback atau evaluasi dari 
mentor dengan hati terbuka 
demi perbaikan diri, 
sehingga tercipta 
lingkungan kerja yang 
kondusif. 

5. Membuat 
laporan hasil 
aktualisasi 

1. Membuat 
laporan 
sosialisasi terkait 
SOP dan Sistem 
pengarsipan 
digital 

1. Tersedianya 
laporan 
sosialisasi 

1. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 
bertanggung jawab untuk 
mendokumentasikan 
semua aspek sosialisasi 
(peserta, materi, feedback, 

1. Peserta Tidak   
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dokumentasi geotagging) 
dalam laporan, memastikan 
data yang disajikan valid 
dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  

2. Kompeten - (Melaksanakan 
tugas dengan kualitas 
terbaik) : Saya membuat 
laporan dengan struktur 
yang sistematis, bahasa 
yang baku, dan penampilan 
yang rapi, menunjukkan 
saya menyelesaikan tugas 
pelaporan dengan kualitas 
terbaik  

3. Adaptif - (Bertindak 
proaktif) : Saya 
menggunakan teknologi 
dalam membuat laporan, 
demi menciptakan laporan 
yang lengkap dan 
terstruktur dengan rapi. 

4. Loyal – (Menjaga nama 
baik ASN, instansi, dan 
negara) : Saya membuat 
laporan sebagai bentuk 
dedikasi saya, agar 
menjaga nama baik 
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instansi dan sesame 
pegawai inspektorat. 

2. Menyusun 
laporan 
aktualisasi terkait 
SOP dan Sistem 
pengarsipan 
digital 

1. Tersedianya 
laporan 
aktualisasi  

1. Kompeten - (Melaksanakan 
tugas dengan kualitas 
terbaik) : Saya menyusun 
laporan aktualisasi dengan 
struktur yang sistematis, 
Bahasa yang baku dan 
penampilan yang rapi, 
menunjukan kompetensi 
saya untuk menghasilkan 
dokumen yang 
komprehensif.  

2. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi) : Saya 
memastikan data yang 
tertera dalam laporan 
sesuai dengan fakta 
dilapangan dan 
bertanggung jawab 
terhadap hasil laporan.  

3. Adaptif - (Bertindak 
proaktif) : Saya 
menggunakan teknologi 
dalam membuat laporan, 

1. Peserta    
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demi menciptakan laporan 
yang lengkap dan 
terstruktur dengan rapi. 

4. Loyal – (Memegang teguh 
ideologi Pancasila, Undang 
Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
L945, setia kepada Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia, dan 
pemerintahan yang sah) : 
Saya memastikan bahwa 
semua data, dokumen, dan 
informasi yang saya 
gunakan dalam laporan 
aktualisasi tidak menyalahi 
aturan yang ada. 

3. Menyampaikan 
laporan 
aktualisasi 
kepada mentor 

1. Tersedianya 
laporan 
aktualisasi yang 
dibubuhi tanda 
tangan mentor 

1. Berorientasi Pelayanan - 
(Melakukan perbaikan tiada 
henti) : Saya menerima 
masukan dari mentor dan 
melakukan perbaikan atas 
arahan dari mentor 

2. Akuntabel - (Melaksanakan 
tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi ) : Saya 

1. Inspektur 
Pembantu 
(Mentor) 
2. Peserta 

Tidak   
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menyajikan setiap capaian 
dan tantangan secara jujur 
dan transparan.  

3. Kompeten - (Melaksanakan 
tugas dengan kualitas 
terbaik) : Saya 
menyampaikan laporan 
dengan pemahaman yang 
baik.  

4. Harmonis – (Membangun 
lingkungan kerja yang 
kondusif) : Saya menjaga 
sikap hormat dan sopan 
saat berinteraksi dengan 
mentor dan menerima 
setiap masukan dan kritik. 
siap untuk melakukan 
perubahan atau perbaikan 
pada laporan jika ada saran 
dari mentor.  

5. Loyal – (Menjaga nama 
baik ASN, instansi, dan 
negara ) : Saya 
menyiapkan laporan 
aktualisasi kepada mentor 
sebagai bentuk loyalitas 
saya kepada pimpinan.  
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6. Adaptif – (Cepat 
menyesuaikan diri 
menghadapi perubahan) : 
Saya siap untuk melakukan 
perubahan atau perbaikan 
pada laporan jika ada saran 
dari mentor.  

7. Kolaboratif – (Terbuka 
dalam bekerja sama untuk 
menghasilkan nilai tambah) 
: Saya bersikap terbuka 
terhadap masukan dan 
saran yang diberikan 
mentor, dan 
menggunakannya untuk 
perbaikan laporan maupun 
kinerja saya ke depannya. 
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C. Matriks Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai-Nilai Dasar ASN (Ber-AKHLAK) 

Tabel 4. Matriks Rekap Habituasi 

No. Mata Pelatihan 

Kegiatan Jumlah Aktualisasi per 
MP Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 

Ranc
agan 

Realis
asi 

Ranc
agan 

Realis
asi 

Ranc
agan 

Realis
asi 

Ranc
agan 

Realis
asi 

Ranc
agan 

Realis
asi 

Rancagan Realisasi 

1. 
Berorientasi 

Pelayanan 
2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 8 8 

2. Akuntabel 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 11 12 

3. Kompeten 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 11 14 

4. Harmonis 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 8 9 

5. Loyal 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 8 10 

6. Adaptif 1 2 3 3 3 3 1 2 2 3 10 13 

7. Kolaboratif 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 8 8 

Jumlah MP yang 

Diaktualisasikan per 

Kegiatan 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 64 74 
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D. Capaian Penyelesaian Core Isu 

Kondisi Core Isu 

Sebelum Aktualisasi Sesudah Aktualisasi 

Sebelum dilakukannya aktualisasi, 

kondisi dokumentasi pelkasanaan 

kegiatan fisik masih lemah dalam 

akuntabilitas dan validitas bukti. 

Arsip foto yang tersedia cenderung 

tidak lengkap karena pengambilan 

gambar seringkali tidak mengikuti 

urutan tahapan kegiatan secara 

kronologis, sehingga tidak lengkap 

dan menimbulkan kesulitan dalam 

memvalidasinya. Kekurangan 

lainnya adalah belum adanya 

penerapan geotagging pada foto-

foto tersebut. Dokumentasi yang 

dihasilkan hanya berupa gambar 

tanpa metadata lokasi dan waktu 

yang terverifikasi, menimbulkan 

celah risiko dalam pembuktian fisik 

kegiatan. Hal ini secara langsung 

menurunkan kredibilitas laporan 

Setelah diimplementasikannya 

Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Dokumentasi Foto Ber-

Geotagging yang didukung dengan 

sistem penyimpanan terpusat 

melalui Jotform, kualitas 

dokumentasi mengalami 

peningkatan. Dokumentasi foto kini 

memiliki standar yang legal dan 

pemerintah desa memiliki 

kewajiban untuk mengambil 

gambar pada setiap tahapan 

kegiatan sesuai panduan SOP. 

Yang lebih penting, penerapan 

SOP mewajibkan penggunaan 

aplikasi geotagging yang secara 

otomatis menyertakan koordinat 

GPS, tanggal, dan waktu pada 

setiap foto. Berkat geotagging dan 

penyimpanan terorganisasi di drive, 
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pertanggungjawaban, menyulitkan 

proses verifikasi oleh pengawas, 

dan berpotensi menimbulkan 

keraguan terkait kebenaran locus 

(tempat) dan tempus (waktu) 

kegiatan di lapangan. 

bukti visual kegiatan kini memiliki 

validitas dan akuntabilitas yang 

tinggi, mempermudah akses dan 

penelusuran oleh rekan kerja dan 

pimpinan, serta secara efektif 

menghilangkan potensi keraguan 

terhadap pelaksanaan tugas di 

lapangan. 
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E. Manfaat Terselesaikannya Core Isu 

1. Individu Peserta 

Adapun manfaat terselesaikannya Core Isu bagi individu peserta 

yaitu : 

a. Meningkatkan kompetensi teknis dan soft skill dengan 

menguasai teknologi geotagging dan sistem penyimpanan 

drive 

b. Meningkatkan efisiensi waktu dalam bekerja karena 

memperoleh data yang lengkap dengan cepat 

c. Meningkatkan kepercayaan diri dan reputasi karena 

memberikan bukti kerja yang solutif bagi sesame pegawai 

inspektorat 

2. Instansi (Inspektorat Daerah Rokan Hulu) 

a. Membantu dalam meningkatkan validitas bukti audit 

b. Mengurangi celah dalam resiko kecurangan (fraud)  

c. Efisiensi waktu dan mempermudah pengawasan internal 

dan pelaporan 

d. Meningkatkan lingkungan pengendalian mutu tata kelola 

(SPIP) 

3. Pemerintah Desa (Pelaksana Lapangan) 

a. Mempermudah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban 
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b. Membantu dalam meningkatkan pengetahuan aparat desa 

tentang tahapan kegiatan dan tata cara 

mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan fisik desa. 

c. Meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas kepada warga masyarakat 

d. Meningkatkan validitas data pelaksanaan kegiatan.  

e. Meningkatkan manajemen arsip yang lebih baik dan 

mengurangi resiko kehilangan data pelaksanaan kegiatan 
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F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi 

Berisi penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan peserta setelah mengikuti Latsar CPNS di tempat 

kerja untuk menindaklanjuti hasil aktualisasi, dengan matrik sebagai berikut : 

No. Kegiatan Output 
Durasi dan 

Waktu 
Para Pihak 

Terlibat 
Sumber 
Biaya 

Keterangan 

1 Mengajukan telaahan 
staf/usulan kepada 
pimpinan untuk 
membangun 
aplikasi/sistem 
database 
pengawasan desa 
(sarver mandiri) untuk 
menggantikan Jotform 
agar keamanan data 
lebih terjamin 

1. Dokumen 
Usulan 

2. Terbentuknya 
tim teknis 
pengembangan 
aplikasi 

3. Tersedianya 
prototype 
Aplikasi  

6 bulan, 
dimulai dari 
januari 
sampai 
dengan juni 

1. Inspektur 
Daerah 

2. Sekretaris & 
Kasubag 
Perencanaan 

3. Tim IT 
Internal / 
Diskominfo 

4. Mentor 

 

Anggaran 
Pendapatan 
dan Belanja 
Daerah 
(APBD) pada 
DPA 
Inspektorat / 
Diskominfo 

Kegiatan ini 
krusial karena 
Jotform (versi 
gratis) memiliki 
keterbatasan 
kapasitas dan 
keamanan. 
Sistem mandiri 
diperlukan untuk 
menjaga 
kerahasiaan dan 
kedaulatan data 
pengawasan 
desa jangka 
panjang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1. Kesimpulan 

1. Aktualisasi/Habituasi Mata Pelatihan 

Realisasi kegiatan dan aktualisasi merupakan pelaksanaan dari 

rancangan aktualisasi yang telah direncanakan. Realisasi kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada masa habituasi di tempat tugas penulis 

yaitu Inspektur Pembantu III Bidang Pemerintahan, Inspektorat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pelaksanaan aktualisasi pada masa 

habituasi telah dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yang masing-

masing kegiatan terdiri dari tiga tahapan kegiatan. Adapun kegiatan 

pelaksanaan aktualisasi tersebut mengandung nilai BerAKHLAK 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan ke- 1 : 

Melaksanakan konsultasi rencana dan pelaksanaan 

aktualisasi, Adapun Penerapan Nilai-nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) yaitu : 

1. Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat) 

2. Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, 

bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas 
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tinggi) 

3. Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas 

terbaik) 

4. Loyal - (Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

L945, setia kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan pemerintahan yang sah) 

5. Adaptif - (Bertindak proaktif) 

6. Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif) 

7. Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk 

menghasilkan nilai tambah) 

b. Kegiatan ke- 2 : 

Melakukan analisis awal dan persiapan data, Adapun 

Penerapan Nilai-nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) yaitu : 

1. Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat) 

2. Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, 

bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas 

tinggi) 

3. Kompeten - (Meningkatkan kompetensi diri untuk 
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menjawab tantangan yang selalu berubah) 

4. Loyal – (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan 

negara) 

5. Adaptif - (Terus berinovasi dan mengembangkan 

kreativitas) 

6. Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif) 

7. Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk 

menghasilkan nilai tambah) 

c. Kegiatan ke- 3 : 

Membuat SOP dan sistem pengarsipan digital berbasis 

Share Drive, Adapun Penerapan Nilai-nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) yaitu : 

1. Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat) 

2. Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, 

bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas 

tinggi) 

3. Kompeten - (Meningkatkan kompetensi diri untuk 

menjawab tantangan yang selalu berubah) 

4. Loyal – (Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

L945, setia kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan pemerintahan yang sah) 

5. Adaptif - (Bertindak proaktif) 

6. Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif) 

7. Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk 

menghasilkan nilai tambah) 

d. Kegiatan ke- 4 : 

Mensosialisasikan SOP G2D dan sistem pengarsipan digital 

kepada seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Rokan Hulu dan 

pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Adapun 

Penerapan Nilai-nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) yaitu : 

1. Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat) 

2. Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, 

bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas 

tinggi) 

3. Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas 

terbaik) 

4. Loyal – (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan 
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negara) 

5. Adaptif - (Cepat menyesuaikan diri menghadapi 

perubahan) 

6. Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif) 

7. Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk 

menghasilkan nilai tambah) 

e. Kegiatan ke- 5 : 

Membuat laporan hasil aktualisasi, Adapun Penerapan 

Nilai-nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) yaitu : 

1. Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, 

bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas 

tinggi) 

2. Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas 

terbaik) 

3. Loyal – (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan 

negara) 

4. Adaptif - (Bertindak proaktif) 

5. Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif) 

6. Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk 
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menghasilkan nilai tambah) 

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Isu 

Gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yang diangkat yaitu 

membuat Optimalisasi Pengumpulan Dokumentasi Foto Melalui 

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Berbasis 

Geotagging Dan Sharedrive Di Inspektorat Rokan Hulu. 

3. Capaian Hasil Penyelesaian Isu 

Hasil penyelesaian core isu dalam kegiatan aktualisasi ini yaitu 

tersedianya SOP Pengelolaan Dokumen Audit Fisik Desa Berbasis 

G2D (Geotegging dan Drive) dan prototype sistem penyimpanan 

digital berupa website Jotform yang dapat diakses di link berupa 

(https://www.jotform.com/id/app/253133450606449) yang mana 

menjadi hasil Laporan pada kegiatan aktualisasi ini. 

2. Rekomendasi 

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan  

Adapun hal yang diharapkan kedepannya agar penyelenggara 

pelatihan meningkatkan monitoring kegiatan habituasi Latsar 

CPNS demi mencapai hasil yang lebih maksimal. Kemudian 

memanfaatkan perkembangan teknologi dengan membuat AI 

sederhana yang dapat menjawab pertanyaan umum yang sering 

ditanyakan oleh peserta Latsar CPNS, agar meningkatkan 

efisiensi dalam membantu kegiatan Latsar CPNS. 
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2. Untuk Instansi Asal Peserta  

Adapun rekomendasi dari penulis agar inovasi yang dibuat oleh 

peserta Latsar CPNS dapat diterapkan dan ditindaklanjuti 

dengan lebih baik. Kemudian Nilai dasar ASN BerAKHLAK agar 

dapat disosialisasikan dan diterapkan khususnya di Inspektorat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
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Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke -1  

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi 

Judul Kegiatan No 1 Melaksanakan konsultasi rencana dan 
pelaksanaan aktualisasi 

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 21 – 27 Oktober 2025 

Daftar Lampiran Kegiatan 1. Draft bahan konsultasi yang 
disampaikan kepada mentor 

2. Catatan hasil konsultasi rencana 
pelaksanaan aktualisasi 

3. Lembar persetujuan pelaksanaan 
penulisan aktualisasi 

4. Dokumentasi Pelaksanaan 
Kegiatan 

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan 

1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi  
a. Menyiapkan bahan konsultasi yang disampaikan kepada mentor secara 

rapi dan detail 
Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat) : Saya menyiapkan rancangan  selaras dengan kebutuhan 
unit kerja. 
Akuntabel -  (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya menyusun bahan 
konsultasi yang jelas dan terstruktur dengan baik sebagai bentuk 
pertanggungjawaban. Dengan begitu, mentor dapat memberikan arahan 
yang tepat berdasarkan data yang jelas 
Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya akan 
menyusun ide yang efisien dan efektif dengan menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
Loyal - (Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun L945, setia kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah) : Saya menyusun 
bahan konsultasi yang disiapkan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku 
Adaptif - (Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas) : Saya 
menggunakan teknologi untuk membantu dalam menyiapkan bahan 
konsultasi serta mempertimbangkan rekomendasi dari mentor agar 
rencana dapat dilaksanakan dengan fleksibel dan efektif. 

b. Melakukan konsultasi rencana pelaksanaan aktualisasi 
Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang kondusif;) : saya  
membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif serta menghargai 
setiap pendapat dengan mentor 
Adaptif - (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan) : Saya 
terbuka terhadap perubahan dan masukan yang diberikan saat konsultasi 
dengan mentor. 



 

92 
 

Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 
tambah) : Saya berpartisipatif aktif dalam mendengarkan setiap arahan 
dan saran dari mentor dengan sikap terbuka dan hormat. 
Kompeten – (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya 
memahami materi dan menyampaikan rencana kegiatan dengan data 
dan analisis yang kuat. 

c. Meminta persetujuan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi sebagai 
hasil dari penyusunan mandiri peserta sesuai Laporan Kegiatan 
Aktualisasi 
Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat) : Saya memastikan rancangan aktualisasi ini memberikan 
manfaat nyata bagi organisasi, dan masyarakat dengan meminta 
persetujuan mentor. 
Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya bertanggung jawab penuh 
atas setiap tahapan yang telah saya rencanakan dengan meminta 
persetujuan resmi dari mentor. 
Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya 
memahami pentingnya persetujuan resmi pimpinan dalam melaksanakan 
tugas dengan meminta persetujuan dari mentor. 
Harmonis – (Membangun lingkungan kerja yang kondusif) : Saya 
menjaga etika, kesopanan, dan sikap profesional saat menyampaikan 
permintaan persetujuan agar komunikasi tetap baik dan penuh rasa 
hormat 

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence 
a. Menyiapkan bahan konsultasi yang disampaikan kepada mentor secara 

rapi dan detail 
Saya mempersiapkan bahan konsultasi kepada mentor dengan jelas dan 
terstruktur. Dokumen konsultasi berisi uraian isu yang diangkat, 
penyebab isu, rencana langkah kegiatan yang akan dilaksanakan serta 
poin yang perlu dibahas dalam konsultasi. 
Bukti Fisik/Evidence : Dokumen fisik rancangan kegiatan yang akan 
disampaikan kepada mentor. 
Foto kegiatan saat menyusun bahan konsultasi 

b. Melakukan konsultasi rencana pelaksanaan aktualisasi 
Saya melaksanakan kegiatan konsultasi dengan mentor guna membahas 
rancangan aktualisasi yang telah disusun. Dalam pertemuan ini, saya 
memaparkan isu, penyebab, serta gagasan solusi berupa penerapan 
SOP dalam dokumentasi pembangunan fisik. Mentor memberikan saran 
yang terlampir dalam notulensi konsultasi dengan mentor. 
Bukti Fisik/Evidence: Foto kegiatan konsultasi dengan mentor. 
Notulensi konsultasi dengan mentor. 

c. Meminta persetujuan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi sebagai 
hasil dari penyusunan mandiri peserta sesuai Laporan Kegiatan 
Aktualisasi. 
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Setelah konsultasi dilakukan, saya mengajukan permohonan persetujuan 
resmi kepada mentor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan aktualisasi. 
Permohonan disampaikan dengan sopan dan disertai dokumen rencana 
kegiatan yang telah diperbaiki. Mentor menandatangani lembar 
persetujuan sebagai tanda disetujuinya pelaksanaan kegiatan. 
Bukti Fisik/Evidence: Lembar persetujuan kegiatan aktualisasi yang 
ditandatangani mentor. 
Foto saat penyerahan atau penandatanganan dokumen. 

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan 
a. Menyiapkan bahan konsultasi yang disampaikan kepada mentor secara 

rapi dan detail 
Proses: 
Peserta menyiapkan dokumen konsultasi dengan mengumpulkan data, 
seperti hasil seminar rancangan dan menyesuaikan terhadap arahan dari 
coach dan penguji. Dokumen disusun dengan jelas, terstruktur dan 
mudah dipahami agar memudahkan proses diskusi dengan mentor. 
Peserta memastikan bahan konsultasi telah lengkap agar konsultasi 
berjalan dengan efisien. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan berupa draft bahan konsultasi yang lengkap, 
jelas, terstruktur dan lengkap sehingga konsultasi berjalan efektif dan 
efisien sehingga mentor dapat memberikan masukan yang tepat dan 
efektif terhadap rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan. 

b. Melakukan konsultasi rencana pelaksanaan aktualisasi 
Proses: 
Peserta melaksanakan kegiatan konsultasi dengan mentor untuk 
mendiskusikan rancangan aktualisasi. Dalam konsultasi ini, peserta 
memaparkan isu, akar penyebab, gagasan solusi dan hal-hal yang akan 
dibahas dalam konsultasi. Diskusi berlangsung interaktif, di mana peserta 
menerima masukan dalam melaksanakan kegiatan agar lebih solutif, 
efektif, dan sesuai kebutuhan organisasi. 
Kualitas: 
Kegiatan konsultasi berjalan dengan interaktif dan efektif, menghasilkan 
pemahaman yang sama antara peserta dan mentor mengenai arah 
kegiatan aktualisasi. Rencana yang dihasilkan lebih rinci, terukur, dan 
efektif sebagai dasar pelaksanaan di tahap berikutnya. 

c. Meminta persetujuan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi sebagai 
hasil dari penyusunan mandiri peserta sesuai Laporan Kegiatan 
Aktualisasi. 
Proses: 
Setelah konsultasi peserta mencatat hasil konsultasi sebagai bahan 
perbaikan dan mengajukan permohonan persetujuan resmi kepada 
mentor. Proses dilakukan dengan sopan dan profesional, disertai 
penyerahan dokumen yang telah direvisi. Mentor meninjau kembali 
kelengkapan rencana sebelum memberikan tanda tangan sebagai 
bentuk persetujuan pelaksanaan. 
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Kualitas: 
Peserta memperoleh lembar persetujuan kegiatan aktualisasi dari mentor 
untuk melaksanakan kegiatan. Dokumen persetujuan menunjukkan 
bahwa rancangan kegiatan telah memenuhi aspek substansi dan 
prosedural yang dipersyaratkan. 

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi 
Rangkaian kegiatan konsultasi yang meliputi penyiapan rencana kegiatan, 
menyepakati jadwal, pelaksanaan konsultasi, permintaan persetujuan 
mentor, hingga penyusunan daftar rencana kegiatan sejalan dengan misi 
ke-1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Meningkatkan integritas 
aparatur pemeritahan untuk memperkuat budaya pemerintahan yang baik, 
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Hal ini karena 
melalui konsultasi dengan mentor, peserta mampu menyusun perencanaan 
kegiatan yang lebih terarah, sesuai kebutuhan organisasi, serta mendukung 
pencapaian visi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk 
Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 
Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan. 

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi 
tidak berdasarkan NDS 
a. Menyiapkan bahan konsultasi yang disampaikan kepada mentor secara 

rapi dan detail 
Tanpa Berorientasi Pelayanan : Rancangan tidak selaras dengan 
kebutuhan unit kerja, dan menghambat proses konsultasi. Kegiatan 
aktualisasi akan berjalan tidak sesuai dengan tujuan organisasi dan 
menurunkan  kepercayaan atasan terhadap profesionalitas peserta. 
Tanpa Akuntabel : Bahan konsultasi menjadi tidak jelas dan tidak 
terstruktur dengan baik sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Akibatnya 
mentor tidak dapat memberikan arahan yang tepat berdasarkan data 
yang tidak jelas. 
Tanpa Kompeten : Peserta membawa bahan konsultasi yang tidak efisien 
dan tidak efektif karena analisis yang tidak matang. Akibatnya kegiatan 
berjalan tidak efektif, bahkan dapat memperlambat progress aktualisasi.  
Tanpa Loyal : Bahan konsultasi yang disiapkan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. 
Sehingga menurunkan kepercayaan atasan terhadap profesionalitas 
peserta. 
Tanpa Adaptif : Peserta lambat dalam menyusun bahan konsultasi karena 
tidak memanfaatkan teknologi. Peserta juga mengabaikan rekomendasi 
dari mentor sehingga aktualisasi dilaksanakan tidak fleksibel dan tidak 
efektif. 

b. Melakukan konsultasi rencana pelaksanaan aktualisasi. 
Tanpa Harmonis : Konsultasi berjalan dengan komunikasi yang buruk dan 
tidak sejalan serta tidak menghargai setiap pendapat dari mentor. 
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Tanpa Adaptif : Kosultasi berjalan dengan tidak terbuka terhadap 
perubahan. Peserta hanya mementingkan pendapat sendiri dan tidak 
menerima masukan yang diberikan oleh mentor 
Tanpa Kolaboratif : Peserta tidak berpartisipatif aktif dalam 
mendengarkan setiap arahan dan saran dari mentor. Peserta tidak 
terbuka dan tidak hormat terhadap mentor dan hanya mementingkan 
pemikiran sendiri saat konsultasi. 
Tanpa Kompeten : Konsultasi berjalan satu arah karena peserta tidak 
memahami bahan konsultasi yang dibawakan. Akibanya mentor tidak 
dapat memberikan masukan yang sejalan dan sesuai dengan rencana 
aktualisasi. 

c. Meminta persetujuan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi sebagai 
hasil dari penyusunan mandiri peserta sesuai Laporan Kegiatan 
Aktualisasi. 
Tanpa Berorientasi Pelayanan : Peserta menyusun Rancangan 
aktualisasi yang tidak memberikan manfaat nyata bagi organisasi, dan 
masyarakat. Sehingga mentor tidak memberikan persetujuan atas 
pelaksanaan aktualisasi 
Tanpa Akuntabel : Kegiatan berjalan tanpa dasar atau persetujuan resmi, 
sehingga menyalahi prosedur administrasi. Ini bisa menimbulkan 
kesalahan koordinasi, bahkan menurunkan integritas peserta di mata 
pimpinan. 
Tanpa Kompeten : Karena kurang pemahaman dari peserta dengan 
mengabaikan pentingnya persetujuan resmi pimpinan dalam 
melaksanakan tugas, peserta tidak meminta persetujuan dari mentor. 
Sehingga kegiatan berjalan tanpa dasar dan persetujuan resmi dari 
atasan. 
Tanpa Harmonis : Peserta meminta persetujuan tanpa menjaga etika, 
kesopanan, dan sikap profesional saat menyampaikan permintaan 
persetujuan. Akibatnya komunikasi menjadi buruk dan menimbulkan 
ketegangan antara mentor dan peserta. 
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Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan 
 

 
Gambar 1. Penyusunan draft bahan konsultasi 

 
Gambar 2. Konsultasi dengan mentor melalui via WA 
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Gambar 3. Pelaksanaan Konsultasi dengan mentor dan meminta persetujuan 

mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi. 
 
Dokumentasi Output/Hasil Kegiatan 
 

 
Gambar 4. Surat Persetujuan Pelaksanaan Aktualisasi 
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Gambar 5. Bahan Konsultasi 

 

 
Gambar 6. Notulensi Konsultasi Mentor 
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b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat Aktualisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No. Tanggal/Waktu Catatan Bimbingan 
Hasil 

Capaian/Output 
Paraf 

Mentor 

1. 22 Oktober 
2025 

1. Menambahkan 
kata daerah pada 
judul aktualisasi 

2. Mengarahkan 
agar 
menambahkan 
tahapan kegiatan 
pada tahap ke 3 
untuk meminta 
tandatangan 
pimpinan untuk 
pengesahan SOP 
secara hukum  

1. Terbitnya surat 
persetujuan 
Aktualisasi 
dengan 
beberapa 
catatan revisi 

2. Terbitnya 
Notulensi 
Konsultasi 
dengan mentor 
terkait 
pelaksanaan 
kegiatan 
aktualisasi  

 

2. 27 Oktober 
2025 

1. Menyampaikan 
kembali hasil 
revisi dokumen 
surat persetujuan, 
dan meminta 
tanda tangan 
sebagai tanda 
persetujuan dari 
mentor 

2. Melakukan 
diskusi dengan 
mentor terkait 
hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
aktualisasi 
tahapan 
selanjutnya 

1. Terbitnya Surat 
persetujuan, 
Surat Izin  
melaksanakan 
aktualisasi 
(habituasi), dan 
dokumen 
rancangan 
aktualisasi yang 
disetujui oleh 
mentor dengan 
menandatangani 
dokumen 
tersebut 

2. Dokumentasi 
kegiatan diskusi 
dengan mentor 
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c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat Aktualisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No. Tanggal/Waktu 
Catatan 

Bimbingan 
Hasil 

Capaian/Output 

Media 
Komunikasi 

(Telepon/WA/E
mail 
/dll) 

Paraf 
Coach 

1.      

2.      
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Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke - 2 

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi 

Judul Kegiatan No 2 Melakukan analisis awal dan 
persiapan data. 

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 28 Oktober – 3 November 2025 

Daftar Lampiran Kegiatan 1. Data dan Informasi yang 
dibutuhkan untuk keperluan 
pembuatan SOP dan sistem 
pengarsipan  

2. Konsep  rancangan mengenai 
pembuatan SOP dan sistem 
pengarsipan digital  

3. Draft catatan arahan dari mentor 
terkait rancangan SOP dan 
sistem pengarsipan  

4. Dokumentasi Pelaksanaan 
Kegiatan 

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan 

1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi  
a. Menentukan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan 

pembuatan SOP  
Berorientasi Pelayanan – (Memahami dan menentukan data serta 
informasi yang dibutuhkan) : Saya memahami dan menentukan data 
serta informasi dengan mempertimbangan keperluan pegawai dan 
pemerintah desa agar nantinya dapat membantu dalam efisiensi 
pekerjaan. 
Akuntabel -  (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya menyusun data dan 
informasi dengan cermat dan secara terstruktur dalam 
mengindentifikasi data yang relavan dan benar-benar diperlukan untuk 
mendukung SOP menunjukkan tanggung jawab saya dalam 
merencanakan dan mengelola data. 
Kompeten - (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan 
yang selalu berubah) : Saya memilah data dan informasi yang tepat 
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami 
bagaimana SOP dan sistem berfungsi dan apa yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan 
Adaptif  - (Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas) : Saya 
menggunakan digitalisasi dalam pelaksanaan integrasi informasi. 
Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 
tambah) : Saya Melakukan koordinasi dengan rekan kerja perihal data 
dan informasi yang akan di ditampilkan dan integrasikan 

b. Mengolah, Menyusun dan mengintegrasikan data dan informasi yang 
sudah didapatkan 
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Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya  menyusun data dengan 
jujur, tidak memanipulasi data, dan mempertanggungjawabkan 
bagaimana data disusun dan diintegrasikan dalam SOP dan sistem. 
Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya 
menyusun data dan informasi dengan sistematis dan mudah dipahami, 
sehingga meningkatkan efisiensi dalam pembuatan SOP dan sistem 
drive. 
Adaptif - (Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas) : Saya 
mengintegrasikan teknologi dalam pembuatan SOP dan sistem drive 
dengan menyesuaikan data atau informasi yang diperlukan 
menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas. 

c. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait isi yang dimuat dalam SOP 
dan sistem pengarsipan  
Berorientasi Pelayanan – (Ramah, cekatan, solutif, dan dapat 
diandalkan) : Saya konsultasi pada mentor bertujuan memastikan SOP 
dan sistem drive nantinya dapat digunakan dan menjadi solusi bagi 
instansi dan pemerintah desa. 
Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang kondusif) : saya 
membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif dan saling 
menghargai pendapat sehingga menciptakan suasana diskusi yang 
kondusif dengan mentor. 
Adaptif - (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan) : Saya 
memperbaiki SOP dan sistem drive sesuai dengan perubahan dan 
masukan yang diberikan mentor saat konsultasi. 
Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 
tambah) : Saya berdiskusi dengan mentor dan mendengarkan setiap 
arahan dan saran dari mentor dengan sikap terbuka dan hormat. 
Loyal – (menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara) : Saya 
menunjukkan loyalitas dengan mencari arahan resmi dan meminta 
persetujuan dari mentor. 

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence 
a. Menentukan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan 

pembuatan SOP . 
Saya melakukan proses identifikasi data dan informasi yang relevan 
sebagai dasar penyusunan SOP. Kegiatan ini meliputi penelusuran 
dokumen yang sudah ada, mengumpulkan data operasional, 
wawancara dengan pihak terkait, serta pencatatan alur kerja yang 
berjalan saat ini. Informasi yang diperoleh kemudian saya susun secara 
sistematis agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 
SOP. 
Bukti Fisik/Evidence : Foto kegiatan saat menentukan data dan 
informasi pembuatan SOP 

b. Mengolah, Menyusun dan mengintregrasikan data dan informasi yang 
sudah didapatkan. 
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Setelah semua data terkumpul, saya mulai mengolah dan 
menyusunnya agar lebih mudah dipahami. Saya membandingkan 
setiap informasi, melihat bagian mana yang saling berkaitan, lalu 
menggabungkan menjadi satu alur kerja yang jelas. Dari proses ini, 
saya bisa membuat gambaran yang utuh tentang prosedur yang akan 
dituangkan ke dalam SOP, sehingga lebih rapi, terstruktur, dan sesuai 
dengan kebutuhan. 
Bukti Fisik/Evidence: Foto kegiatan saat mengolah, menyusun dan 
mengintegrasikan data dan informasi. 
Draft bahan hasil atas data yang telah disusun. 

c. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait isi yang dimuat dalam SOP 
dan sistem pengarsipan. 
Saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk membahas isi yang 
akan dimuat dalam SOP serta sistem pengarsipan yang akan 
digunakan. Dalam konsultasi ini, saya menyampaikan rancangan SOP 
secara lengkap, mulai dari alur kerja, penjelasan tugas, hingga 
mekanisme penyimpanan dokumen. Mentor memberikan masukan dan 
koreksi agar SOP lebih tepat dan mudah diterapkan. Setelah diskusi 
selesai, saya melakukan revisi sesuai arahan mentor kemudian, 
memastikan seluruh perbaikan sudah selesai sebelum melanjutkan ke 
tahap berikutnya. 
Bukti Fisik/Evidence: Draft bahan yang telah dikoreksi oleh mentor. 
Foto saat konsultasi dengan mentor. 

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan. 
a. Menentukan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan 

pembuatan SOP  
Proses: 
Peserta mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan untuk 
penyusunan SOP, seperti alur kerja yang berjalan saat ini, dokumen 
pendukung, hasil wawancara dengan pihak terkait, serta catatan 
operasional yang diperlukan. Setiap informasi dianalisis untuk 
memastikan kesesuaian dengan kebutuhan SOP. Data kemudian 
dirapikan dan dikelompokkan sehingga mudah dipahami dan dapat 
menjadi dasar yang kuat dalam proses penyusunan SOP. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan berupa kumpulan data dan informasi yang 
lengkap, akurat, dan terstruktur. Informasi disajikan dengan jelas 
sehingga memudahkan proses penyusunan SOP selanjutnya, kualitas 
data yang rapi dan relevan ini memastikan SOP yang dibuat memiliki 
dasar yang kuat, tepat sasaran, dan mudah diterapkan dalam kegiatan 
kerja. 

b. Mengolah, menyusun dana mengintegrasikan data dan informasi yang 
sudah didapatkan. 
Proses: 
Peserta melakukan identifikasi kebutuhan data dengan menelusuri 
dokumen yang sudah ada, seperti dasar hukum yang berlaku, kebijakan 
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internal, alur kerja yang berjalan, serta catatan aktivitas terkait proses 
tersebut. Peserta juga mengumpulkan informasi tambahan melalui 
wawancara singkat atau diskusi dengan pihak yang terlibat dalam 
proses kerja. Semua data yang diperoleh kemudian dicatat dan 
dikelompokkan agar lebih mudah dianalisis dan memastikan tidak ada 
informasi penting yang terlewat. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan berupa daftar data informasi yang lengkap, 
relevan dan terverifikasi. Data tersebut tersusun dengan rapi dan 
terstruktur sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan 
SOP dan memastikan SOP yang dibuat sesuai kondisi nyata di 
lapangan. 

c. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait isi yang dimuat dalam SOP 
dan sistem pengarsipan. 
Proses: 
Peserta melakukan identifikasi awal terhadap data dan informasi yang 
diperlukan untuk menyusun SOP. Kegiatan ini dilakukan dengan 
menelusuri dokumen yang sudah tersedia, mempelajari alur kerja yang 
berjalan, serta mengumpulkan informasi dari pihak yang terkait dengan 
proses tersebut. Peserta mencatat kebutuhan data secara rinci agar 
informasi yang dihimpun benar-benar relevan dan mendukung 
penyusunan SOP. Proses ini memastikan bahwa seluruh dasar 
penyusunan SOP telah dipahami sebelum masuk ke tahap analisis 
berikutnya. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan berupa daftar kebutuhan data dan informasi 
yang lengkap, akurat, dan relevan sebagai dasar pembuatan SOP, data 
yang terkumpul tersusun secara rapi sehingga memudahkan proses 
analisis serta menjamin bahwa SOP nantinya disusun berdasarkan 
informasi yang valid dan sesuai dengan kondisi kerja yang 
sesungguhnya. 

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi 
Kegiatan penentuan data dan informasi, pengolahan serta penyusunan 
SOP, hingga konsultasi dengan mentor memberikan kontribusi langsung 
terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Seluruh rangkaian 
proses tersebut sejalan dengan misi ke-1 Inspektorat Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu, yaitu meningkatkan integritas aparatur pemerintahan untuk 
memperkuat budaya pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Melalui proses pengumpulan data 
yang akurat, penyusunan informasi yang terstruktur, serta konsultasi yang 
dilakukan secara profesional, peserta mampu menghasilkan rancangan 
SOP yang lebih sistematis dan sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan ini 
juga mendukung pencapaian visi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu, yaitu Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya 
Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan 
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Berkelanjutan. Penyusunan SOP yang baik membantu memperjelas alur 
kerja, meningkatkan akuntabilitas, memperkuat pengawasan internal, 
serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. 
Dengan demikian, kegiatan ini memberi dampak nyata terhadap 
peningkatan kinerja aparatur, efisiensi proses, dan terciptanya tata kelola 
pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas 

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi 
tidak berdasarkan NDS 
a. Menentukan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan 

pembuatan SOP. 
Tanpa Berorientasi pelayanan : Data dan informasi yang dikumpulkan 
tidak sesuai dengan kebutuhan proses kerja atau kebutuhan unit, 
sehingga SOP yang dihasilkan menjadi tidak relevan dan tidak 
menjawab persoalan operasional. Akibatnya, unit kerja kesulitan 
menerapkan SOP dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak 
efektif. 
Tanpa Akuntabel : Data yang dikumpulkan tidak jelas sumbernya, tidak 
lengkap, dan tidak disusun secara sistematis. Hal ini menimbulkan 
keraguan terhadap kebenaran dan kejelasan informasi, serta 
menyulitkan proses pengecekan ulang. Akibatnya, SOP yang disusun 
menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi 
menimbulkan kesalahan kerja yang merugikan organisasi maupun 
masyarakat. 
Tanpa Kompeten : Peserta salah dalam menentukan jenis data yang 
dibutuhkan karena kurang pemahaman tentang proses dan standar 
kerja. Informasi penting terlewat, sementara informasi tidak relevan 
justru dikumpulkan. Hal ini membuat SOP menjadi tidak efektif, tidak 
akurat, dan dapat menimbulkan kebingungan dalam melaksanakannya.  
Tanpa Adaptif : Peserta tidak memanfaatkan teknologi atau metode 
yang efisien untuk mengumpulkan dan mengolah data. Proses menjadi 
lambat, manual, dan rawan kesalahan. Hal ini menghambat 
penyusunan SOP tepat waktu dan membuat unit kerja kurang responsif 
terhadap perubahan kebutuhan atau situasi kerja. 
Tanpa Kolaboratif : Pengumpulan data dilakukan secara individual 
tanpa koordinasi dengan rekan kerja atau pihak terkait. Akibatnya data 
yang diperoleh tidak lengkap, tidak mencerminkan kondisi lapangan 
secara menyeluruh, dan tidak melibatkan sudut pandang orang-orang 
terlibat. SOP yang dihasilkan  tidak komprehensif dan sulit diterapkan 
oleh seluruh unit. 

b. Mengolah, menyusun dan mengintegrasikan data dan informasi yang 
sudah didapatkan. 
Tanpa Akuntabel : Proses pengolahan dan penyusunan data dilakukan 
secara asal-asalan, tidak teliti, dan tidak mengikuti standar yang sudah 
ditetapkan. Data yang disusun menjadi tidak runtut, tidak dapat 
dipercaya, serta sulit dijelaskan ketika diminta pertanggungjawaban. 
Hal ini menyebabkan SOP yang dihasilkan menjadi tidak jelas alurnya, 
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dan berpotensi menimbulkan kesalahan kerja yang merugikan satuan 
kerja maupun masyarakat karena keputusan dibuat berdasarkan 
informasi yang tidak tepat. 
Tanpa Kompoten : Peserta mengolah dan mengintegrasikan data tanpa 
pemahaman yang cukup mengenai alur kerja, kebutuhan organisasi, 
maupun prinsip penyusunan SOP. Akibatnya data yang dipilih tidak 
relevan, informasi penting terabaikan, dan integrasi antarbagian tidak 
menyatu dengan baik. SOP yang dihasilkan menjadi tidak efektif, sulit 
diterapkan dilapangan , dan dapat menghambat kinerja unit dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Tanpa Adaptif : Peserta tidak memanfaatkan teknologi sehingga proses 
penyusunan dan pengintregasian data menjdi lambat dan tidak 
mengikuti perkembangan yang dibutuhkan unit kerja. Hasilnya, SOP 
yang disusun cepat menjadi usang, tidak relevan dengan kondisi saat 
ini, serta mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.. 

c. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait isi yang dimuat dalam SOP 
dan sistem pengarsipan. 
Tanpa Berorientasi Pelayanan : Peserta tidak membuat SOP dan sistem 
drive dapat digunakan dan tidak menjadi solusi bagi instansi dan 
pemerintah desa. 
Tanpa Harmonis : Peserta melakukan konsultasi tanpa menjaga etika 
komunikasi, tidak menghargai pendapat mentor, dan menunjukkan 
sikap kurang sopan. Akibatnya hubungan kerja menjadi tidak nyaman, 
proses konsultasi berjalan kaku, dan terbentuk suasana kerja yang tidak 
kondusif, hal ini dapat menurunkan kualitas SOP karena komunikasi 
yang buruk menghambat penyampaian masukan penting. 
Tanpa Adaptif : Peserta menolak perubahan atau ,masukkan dari 
mentor dan tetap bersikeras pada rancangan awal. Ketidakmampuan 
menyesuaikan diri ini membuat SOP yang disusun menjadi kaku, tidak 
relevan dengan kebutuhan organisasi , serta tidak mampu mengikuti 
perkembangan sistem kerja. Dampaknya, SOP menjadi usang lebih 
cepat dan sulit diterapkan oleh satuan kerja serta tidak bermanfaat bagi 
masyarakat. 
Tanpa Kolaboratif : Peserta tidak membuka ruang diskusi, tidak 
mendengarkan arahan mentor, dan menyusun SOP secara sepihak. 
Kurangnya kerja sama ini menyebabkan informasi yang masuk ke 
dalam SOP tidak lengkap dan tidak melalui proses validasi yang tepat, 
akibatnya, SOP yang dihasilkan tidak menyeluruh, tidak mencerminkan 
kebutuhan unit secara keseluruhan, dan menyulitkan pelaksanaan 
tugas di lapangan. 
Tanpa Loyal : Peserta mengabaikan kewajiban untuk meminta arahan 
resmi dan persetujuan mentor, sehingga proses penyusunan SOP tidak 
mengikuti ketentuan organisasi. Sikap ini menunjukkan kurangnya 
komitmen terhadap aturan dan tata nilai instansi. dampaknya, SOP 
yang dibuat tidak memiliki dasar yang sah  atau pengakuan yang resmi, 
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berpotensi ditolak oleh pimpinan, serta dapat mengurangi kepercayaan 
organisasi maupun publik terhadap integritas peserta. 
 

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan 
 

 
 

Gambar 7. Penentuan data yang diperlukan dalam membuat SOP dan sistem 
drive 

 
 

Gambar 8. Mengelolah, menyusun dan mengintregasikan data dan informasi 
yang sudah dikumpulkan 
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Gambar 9. konsultasi dengan mentor terkait isi yang termuat dalam SOP 

 
Dokumentasi Output/Hasil Kegiatan 
 

 
Gambar 10. Bahan Konsultasi 
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b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat Aktualisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No. Tanggal/Waktu Catatan Bimbingan 
Hasil 

Capaian/Output 
Paraf 

Mentor 

1.  3 November 
2025 

1. Agar memuat 
dokumentasi per-
tahapan kegiatan 
dari perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pelaporan dalam 
SOP 

2. Agar hanya 
mencakup desa 
yang termasuk 
dalam PKPT yang 
disesuaikan 
berdasarkan irban  
masing-masing 

3. Buat SOP 
menyesuaikan 
dengan regulasi 
yang berlaku 

1. Terbitnya 
konsep SOP 

2. Terbitnya 
konsep sistem 
pengarsipan 
drive 

3. Dokumentasi 
kegiatan 
diskusi 
dengan 
mentor 

 

 

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat 
Aktualisasi 

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No. 
Tanggal/
Waktu 

Catatan 
Bimbingan 

Hasil 
Capaian/Output 

Media 
Komunikasi 

(Telepon/WA/E
mail 
/dll) 

Paraf 
Coach 

1.      
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Lampiran 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke - 3 

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi 

Judul Kegiatan No 3 Membuat SOP dan sistem 
pengarsipan digital berbasis Share 
Drive. 

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 3 – 14 November 2025 

Daftar Lampiran Kegiatan 1. Referensi pembuatan dan sistem 
pengarsipan digital. 

2. SOP dan sistem pengarsipan 
digital. 

3. Draft masukan dan persetujuan 
dari mentor terkait hasil desain 
SOP dan sistem pengarsipan. 

4. Dokumentasi Pelaksanaan 
Kegiatan 

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan 

1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi  
a. Mencari referensi terkait cara membuat SOP dan sistem pengarsipan 

digital.  
Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat) : Saya memastikan SOP akan mudah dipahami dan 
bermanfaat bagi masyarakat dan pegawai kantor. 
Kompeten -  (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan 
yang selalu berubah) : Saya secara proaktif mencari referensi terbaik 
dan ilmu baru untuk membuat SOP dan sistem drive yang dibutuhkan. 
Loyal - (Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun L945, setia kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah) : Saya memastikan 
semua materi yang saya kumpulkan tidak bertentangan dengan ideologi 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Adaptif - (Bertindak  proaktif) : Saya proaktif beradaptasi dengan tren 
digital dan mencari cara-cara baru untuk membuat SOP dan sistem 
drive yang dibutuhkan. 
Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 
tambah ) : Saya Melakukan koordinasi dengan rekan kerja perihal data 
dan referensi yang dibutuhkan. 

b. Membuat SOP dan sistem pengarsipan digital terpusat yang aman dan 
mudah diakses 
Berorientasi Pelayanan - (Ramah, cekatan, solutif, dan dapat 
diandalkan) : Saya memberikan solusi dalam bentuk SOP dan sistem 
pengarsipan digital untuk membantu efisiensi pekerjaan pegawai dan 
auditi dan meningkatkan validitas atas data yang diberikan pemerintah 
desa. 
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Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya membuat SOP dan 
sistem drive untuk meningkatkan validasi data dan informasi. 
Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya 
menggunakan keahlian dalam membuat SOP dan Sistem pengarsipan 
yang terpusat, aman, dan mudah diakses, menunjukkan dedikasi untuk 
menghasilkan kualitas terbaik dalam pekerjaan. 
Adaptif – (Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas) : Saya 
merancang SOP dan Sistem  drive yang inovatif untuk memenuhi 
kebutuhan pemerintah desa dan instansi dalam mengatasi masalah 
kearsipan manual. 

c. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait SOP dan sistem 
pengarsipan  
Kompeten - (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan 
yang selalu berubah) : Saya terus meningkatkan kompetensi diri 
dengan secara proaktif agar bisa menyampaikan SOP dan sistem drive 
secara efektif dan mudah dipahami serta meminta masukan dari mentor 
untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 
Kolaboratif - (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 
tambah) : Saya mendengarkan setiap arahan dan saran dari mentor 
dengan sikap terbuka dan hormat. 
Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang kondusif) : Saya 
menghargai pengalaman dan keahlian mentor, serta membangun 
komunikasi yang efektif dan suportif, dan menciptakan suasana kerja 
yang harmonis. 
Adaptif – (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan) : Saya 
bersikap terbuka terhadap perubahan dan masukan yang diberikan 
mentor. 

d. Menghadap pimpinan untuk penandatanganan dan penetapan SOP  
Akuntabel – (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya memastikan dokumen 
SOP bebas dari kesalahan, dan meminta tanda tangan pimpinan 
sebagai legalitas agar dapat dipertanggungjawabkan dalam 
pelaksanaannya. 
Kompeten – (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya 
menyajikan draft SOP yang terstruktur, rapi, dan meyakinkan sehingga 
pimpinan yakin untuk menandatanganinya tanpa revisi 
Harmonis – (Membangun lingkungan kerja yang kondusif) : Saya 
melakukan komunikasi dengan santun dan etika yang baik saat 
menghadap pimpinan, serta menghargai waktu dan keputusan yang 
ditetapkan. 
Loyal – (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara) : Saya 
menghormati hierarki dan wewenang pimpinan dengan mengajukan 
pengesahan. Sikap disiplin dalam menghadap dan menerima arahan 
pimpinan. 

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence 
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a. Mencari referensi terkait cara membuat SOP dan sistem pengarsipan 
digital. 
Saya melakukan pencarian referensi untuk memahami langkah-langkah 
penyusunan SOP yang benar serta konsep sistem pengarsipan digital 
yang efektif. Referensi diperoleh dari pedoman resmi instansi 
pemerintah, artikel profesional, dokumen standar operasional, dan 
praktik terbaik dalam pengelolaan arsip digital. Kegiatan ini dilakukan 
untuk memastikan bahwa SOP yang disusun sesuai ketentuan, mudah 
diterapkan, dan mendukung efisiensi kerja organisasi. 
Bukti Fisik/Evidence : Foto kegiatan saat mencari referensi  

b. Membuat SOP dan sistem pengarsipan digital terpusat yang aman dan 
mudah diakses. 
Saya menyusun SOP dan merancang sistem pengarsipan digital 
terpusat untuk memastikan dokumen dapat tersimpan dengan rapi, 
aman, serta mudah diakses oleh pegawai. Penyusunan SOP dilakukan 
berdasarkan referensi yang relevan, hasil konsultasi sebelumnya, serta 
kebutuhan organisasi agar alur kerja lebih terstruktur dan konsisten. 
Sistem pengarsipan digital dibuat dengan memperhatikan aspek 
keamanan, penamaan dokumen, klasifikasi file, serta prosedur akses 
bagi pengguna. 
Bukti Fisik/Evidence: SOP berbasis G2D. 
Sistem drive berupa Jotform  
Foto kegiatan saat membuat SOP dan Jotform 

c. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait SOP dan sistem 
pengarsipan. 
Saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk membahas SOP dan 
sistem pengarsipan digital yang telah saya buat. Dalam konsultasi ini, 
saya menjelaskan struktur SOP, alur kerja, pembagian tugas, waktu, 
serta standar prosedur pengarsipan yang dirancang. Mentor 
memberikan masukan terkait penyesuaian istilah, kelengkapan 
langkah-langkah, serta kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang 
berlaku di instansi. Melalui konsultasi ini, SOP dan sistem pengarsipan 
menjadi lebih akurat, relevan, dan siap diterapkan. 
Bukti Fisik/Evidence: Foto saat konsultasi dengan mentor. 

d. Menghadap pimpinan untuk penandatanganan dan penetapan SOP 
Saya menghadap mentor, kasubag umum dan sekretaris untuk 
meminta tanda tangan sebelum ke inspektur untuk konsultasi akhir 
terkait penerapan SOP di lapangan. Saya menyajikan SOP secara 
ringkas dan efektif kepada pimpinan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban tugas, serta memohon otorisasi. 
Bukti Fisik/Evidence: SOP yang sudah ditanda tangani oleh inspektur 
daerah. 
Foto saat penyerahan atau penandatanganan dokumen 

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan. 
a. Mencari referensi terkait cara membuat SOP dan sistem pengarsipan 

digital  
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Proses: 
Peserta melakukan pencarian referensi dari berbagai sumber seperti 
pedoman penyusunan SOP, regulasi terkait tata naskah dinas, contoh 
SOP dari instansi pemerintah lain, serta literatur mengenai sistem 
pengarsipan digital. Peserta mempelajari struktur SOP yang baik, 
prinsip dasar pengarsipan, alur kerja arsip digital, dan standar 
keamanan data. Informasi tersebut dianalisis untuk menentukan format 
SOP dan sistem pengarsipan yang relevan dengan kebutuhan unit 
kerja. 
Kualitas: 
Proses pencarian referensi menghasilkan dasar pengetahuan yang 
kuat untuk menyusun SOP dan sistem pengarsipan digital. Peserta 
memahami standar yang berlaku, sehingga produk yang dibuat 
nantinya lebih terarah, sesuai kaidah administrasi, dan dapat diterapkan 
secara konsisten di lingkungan kerja. Referensi yang terkumpul juga 
menjadi rujukan valid dalam proses penyusunan SOP. 

b. Membuat SOP dan sistem pengarsipan digital terpusat yang aman dan 
mudah diakses. 
Proses: 
Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan, peserta mulai 
menyusun SOP yang memuat langkah kerja, pembagian tugas, alur 
proses, serta ketentuan teknis terkait pengarsipan digital. Peserta juga 
merancang sistem pengarsipan digital terpusat menggunakan folder 
terstruktur atau platform penyimpanan yang disetujui instansi. Dalam 
penyusunan, peserta memperhatikan aspek kemudahan akses, 
keamanan data, pengelompokan berkas, dan keseragaman format. 
Draft SOP dan rancangan sistem disusun secara sistematis dan siap 
untuk ditinjau oleh mentor. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan berupa draft SOP dan sistem pengarsipan 
digital terpusat yang jelas, rapi, dan mudah diterapkan. SOP memiliki 
alur kerja yang logis serta memudahkan pegawai dalam memahami 
tugas dan prosedur. Sistem pengarsipan digital tersusun dengan 
struktur yang konsisten, mudah diakses oleh pegawai yang berwenang, 
serta mendukung efisiensi kerja dan keamanan dokumen. 

c. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait SOP dan sistem 
pengarsipan. 
Proses: 
Peserta melakukan konsultasi kepada mentor untuk meninjau isi SOP 
dan rancangan sistem pengarsipan digital yang telah disusun. Dalam 
konsultasi ini, peserta memaparkan seluruh komponen SOP, mulai dari 
tujuan, ruang lingkup, definisi, alur kerja, hingga ketentuan teknis 
pengarsipan. Mentor memberikan masukan terkait penyempurnaan 
struktur, kejelasan instruksi, kesesuaian dengan regulasi instansi, serta 
keamanan sistem pengarsipan digital. Peserta mencatat seluruh saran 
dan melakukan revisi sesuai arahan. 
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Kualitas: 
Konsultasi menghasilkan SOP dan sistem pengarsipan digital yang 
lebih matang, akurat, dan sesuai standar organisasi. Isi SOP menjadi 
lebih jelas dan mudah dipahami, sementara sistem pengarsipan 
semakin efektif dan aman. Produk akhir siap digunakan sebagai acuan 
kerja pegawai, serta menunjukkan komitmen peserta dalam 
menghasilkan dokumen yang berkualitas dan sesuai ketentuan instansi. 

d. Menghadap pimpinan untuk penandatanganan dan penetapan SOP. 
Proses: 
Peserta memastikan dokumen SOP rapi dan terstruktur sudah serta 
dikoreksi oleh mentor. Peserta meminta tanda tangan mentor, kasubag 
umum, dan sekretaris sebagai bukti SOP sudah memenuhi standar dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Peserta menghadap inspektur daerah, 
memaparkan tujuan SOP secara ringkas dan memohon tanda tangan 
pengesahan sebagai bukti legalitas dari SOP. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan berupa SOP yang telah ditandatangani oleh 
inspektur daerah yang resmi dan memiliki kekuatan hukum sebagai 
pedoman kerja di inspektorat. 

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi 
Rangkaian kegiatan mulai dari pencarian referensi, penyusunan SOP dan 
sistem pengarsipan digital, konsultasi dengan mentor, hingga sosialisasi 
kepada pegawai memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian misi 
Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya misi ke-1: 
meningkatkan integritas aparatur pemerintahan untuk memperkuat 
budaya pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari KKN. 
Melalui kegiatan ini, pemahaman pegawai terhadap alur kerja yang benar 
dan tertib semakin meningkat, sehingga mendorong terciptanya budaya 
kerja yang akuntabel, transparan, dan sesuai standar. Keterlibatan mentor 
juga memastikan setiap langkah mengikuti ketentuan organisasi dan 
mendukung profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengawasan. 
Secara keseluruhan, kegiatan ini membantu memperkuat tata kelola 
pemerintahan yang efektif dan berintegritas, serta mendukung pencapaian 
visi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mewujudkan 
pemerintahan yang religius, berdaya saing, dan berkelanjutan 

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi 
tidak berdasarkan NDS 
a. Mencari referensi terkait cara membuat SOP dan sistem pengarsipan 

digital. 
Tanpa Berorientasi Pelayanan : Peserta tidak memahami kebutuhan 
pegawai dan masyarakat dalam penyusunan SOP maupun sistem 
pengarsipan digital. Dampaknya, referensi yang dicari tidak relevan, 
sulit dipahami, dan tidak bermanfaat sehingga SOP berpotensi tidak 
dapat digunakan dengan baik. 
Tanpa Kompeten : Peserta tidak berupaya meningkatkan pengetahuan 
terkait penyusunan SOP dan sistem digital sehingga referensi yang 
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digunakan tidak valid. Akibatnya, SOP dan sistem pengarsipan yang 
dirancang menjadi tidak tepat standar dan rawan kesalahan. 
Tanpa Loyal : Peserta mengambil referensi yang tidak sesuai dengan 
aturan pemerintah, tidak selaras dengan nilai dasar ASN, bahkan bisa 
bertentangan dengan prinsip hukum atau kebijakan instansi. Hal ini 
dapat menimbulkan ketidaksesuaian prosedur. 
Tanpa Adaptif : Peserta tidak mengikuti perkembangan teknologi 
maupun tren digital sehingga referensi yang digunakan bersifat usang. 
Pengarsipan menjadi tidak efisien dan tidak sesuai kebutuhan 
organisasi modern. 
Tanpa Kolaboratif : Peserta mencari referensi secara tertutup tanpa 
melibatkan rekan atau pihak yang berpengalaman. Akibatnya, referensi 
menjadi kurang lengkap dan tidak sesuai kebutuhan unit kerja sehingga 
kualitas SOP menurun. 

b. SOP dan sistem pengarsipan digital terpusat yang aman dan mudah 
diakses. 
Tanpa Berorientasi Pelayanan : SOP dan sistem pengarsipan yang 
dibuat tidak mempertimbangkan kenyamanan pengguna sehingga 
prosedur menjadi rumit, tidak praktis, dan menyulitkan pegawai maupun 
auditi dalam bekerja. 
Tanpa Akuntabel : Pembuatan SOP tidak mengikuti ketentuan yang 
benar, tidak terdokumentasi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Sistem pengarsipan yang dibuat juga tidak memiliki kejelasan struktur 
sehingga rawan kehilangan data. 
Tanpa Kompeten : Peserta tidak memahami cara merancang SOP dan 
sistem digital yang benar, sehingga hasilnya tidak standar, tidak aman, 
dan sulit diterapkan. Kesalahan prosedur dan teknis dapat menghambat 
kinerja pegawai. 
Tanpa Adaptif : Sistem pengarsipan tidak mengikuti perkembangan 
teknologi dan tidak memiliki fitur yang mendukung kebutuhan kerja 
modern. Dampaknya, sistem cepat tertinggal dan tidak efektif 
digunakan dalam jangka panjang. 

c. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait isi yang dimuat dalam SOP 
dan sistem pengarsipan. 
Tanpa Kompeten : Peserta tidak memahami substansi SOP maupun 
sistem pengarsipan sehingga tidak mampu menjelaskan isi rancangan 
kepada mentor. Mentor kesulitan memberikan arahan, dan hasil 
konsultasi menjadi tidak efektif. 
Tanpa Kolaboratif : Peserta tidak membuka ruang diskusi, tidak 
menerima masukan mentor, dan bekerja secara individual. Akibatnya, 
SOP yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan organisasi serta tidak 
memenuhi standar mutu. 
Tanpa Harmonis : Komunikasi dengan mentor dilakukan tanpa sopan 
santun, sehingga menimbulkan ketegangan dan mengganggu 
hubungan kerja. Proses pembinaan tidak berjalan baik dan kualitas 
SOP menurun. 
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Tanpa Adaptif : Peserta menolak perubahan atau saran yang diberikan 
mentor, sehingga SOP dan sistem pengarsipan tidak mengalami 
perbaikan. Dokumen tetap tidak relevan dan tidak sesuai kebutuhan 
operasional. 

d. Menghadap pimpinan untuk penandatanganan dan penetapan SOP. 
Tanpa Akuntabel : Peserta mengabaikan kewajiban meminta tanda 
tangan pimpinan sehingga SOP tidak memiliki legalitas dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. 
Tanpa Kompeten : Peserta menyajikan draft SOP yang tidak terstruktur, 
tidak rapi, dan tidak meyakinkan sehingga pimpinan tidak yakin untuk 
menandatanganinya. 
Tanpa Harmonis : Peserta tidak melakukan komunikasi dengan santun 
dan etika yang baik saat menghadap pimpinan, serta tidak menghargai 
waktu dan keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan. 
Tanpa Loyal : Peserta tidak menghormati hierarki dan wewenang 
pimpinan dengan tidak mengajukan pengesahan. Peserta 
mengabaikan sikap disiplin dalam menghadap dan tidak menerima 
arahan pimpinan 

 
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan 
 

 
 

Gambar 11. Mencari referensi dan membuat sistem pengarsipan digital 
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Gambar 12. Mencari referensi dan membuat SOP  
 

 
 

Gambar 13. Konsultasi dengan kepala bidang DPMPD terkait susunan SOP 
dan sistem pengarsipan digital 



 

118 
 

 
 

Gambar 14. Konsultasi dengan mentor terkait susunan SOP dan Jotform 
 

 
 

Gambar 15. Konsultasi dan meminta paraf kasubag umum 
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Gambar 16. Konsultasi dan meminta paraf sekretaris 
 

 
Gambar 17. Penyusunan draft bahan konsultasi 
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Dokumentasi Output/Hasil Kegiatan 
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Gambar 18. SOP Pengelolaan Dokumen Audit Fisik Desa Berbasis G2D 
(Geotegging dan Drive) 

 
 

 
 

Gambar 19. Website Jotform sebagai Prototype Sistem Pengarsipan Digital 
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b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat Aktualisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No. Tanggal/Waktu Catatan Bimbingan 
Hasil 

Capaian/Output 
Paraf 

Mentor 

1.  10 November 
2025 

1. Perbaiki siklus 
penangungjawab 
di SOP 

2. Konsultasi untuk 
reviu ke kabid 
DPMPD mengenai 
tahapan dalam 
SOP 

1. Terbitnya 
konsep SOP 

2. Terbitnya 
konsep sistem 
pengarsipan 
drive 

3. Dokumentasi 
kegiatan 
diskusi 
dengan 
mentor 

 

1.  11 November 
2025 

1. Tambahkan 
regulasi berupa 
Perbup sebagai 
dasar pembuatan 
SOP 

1. Terbitnya 
konsep SOP 

2. Dokumentasi 
kegiatan 
diskusi 
dengan 
mentor  

2. 12 November 
2025 

1. Menambahkan 
KKA dalam SOP 

2. Mengundang 
KABID DPMPD 
dalam sosialisasi 

1. Dokumentasi 
kegiatan reviu 
dengan 
KABID 
DPMPD 

 
3. 12 November 

2025 
1. SOP sudah bisa 

disosialisasikan 
1. Dokumentasi 

kegiatan 
meminta 
tandatangan 
SOP dengan 
Inspektur 

2. SOP yang 
sudah 
ditandatangai 
oleh Inspektur 
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c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat 
Aktualisasi 

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No. 
Tanggal/
Waktu 

Catatan 
Bimbingan 

Hasil 
Capaian/Outpu

t 

Media 
Komunikasi 

(Telepon/WA/Em
ail 

/dll) 

Paraf 
Coach 

1.      

2.      
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Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke - 4  

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi 

Judul Kegiatan No 4 Melaksanakan sosialisasi tentang 
SOP dan sistem pengarsipan digital 
berbasis Share Drive 

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 14 – 21 November 2025 

Daftar Lampiran Kegiatan 1. Catatan arahan dari mentor terkait 
sosialisasi  

2. Surat Undangan sosialisasi SOP 
dan sistem pengarsipan Share 
Drive  

3. Dokumentasi sosialisasi kepada 
masyarakat dan pegawai internal 
kantor  

4. Draft catatan arahan dari mentor 
terkait hasil sosialisasi. 

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan 

1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi  
a. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi. 

Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat) : Saya berkonsultasi tentang sosialisasi ini kepada mentor. 
Saya mendapatkan masukan dari mentor untuk merancang metode 
sosialisasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan praktis 
aparat desa. 
Akuntabel -  (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya melaporkan kemajuan 
dan rencana sosialisasi kepada mentor sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dalam memastikan bahwa sosialisasi dilakukan 
sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. 
Kompeten - (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan 
yang selalu berubah) : Saya proaktif mencari bimbingan dan keahlian 
dari mentor yang lebih berpengalaman agar dapat melaksanakan 
sosialisasi dengan baik dan dapat membantu memastikan bahwa 
pelaksanaan dengan profesional 
Harmonis - (Membangun lingkungan kerja yang kondusif) : Saya tetap 
berkomunikasi yang baik dengan mentor membantu menjaga hubungan 
kerja yang positif dan produktif. 
Loyal - (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara) : Saya 
melakukan konsultasi untuk menunjukkan loyalitas terhadap terhadap 
mentor. Dengan mendapat bimbingan dari mentor, sosialisasi dapat 
berjalan dengan menjaga nama baik instansi dan mentor. Ini 
mencerminkan dedikasi saya untuk mencapai hasil yang terbaik. 

b. Melakukan Sosialisasi kepada Auditi dan pegawai kantor. 
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Berorientasi Pelayanan - (Memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat;) : Dengan mempertimbangkan agar sosialisasi dapat 
menjangkau semua peserta, saya melakukan sosialisasi melalui zoom 
meeting. Saya juga menyampaikan materi dengan metode yang mudah 
dipahami oleh aparat desa, ramah, dan antusias saat menjawab 
pertanyaan mereka. Saya juga memastikan solusi yang saya berikan 
benar-benar solutif dan dapat diandalkan untuk tugas mereka.  
Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya melakukan sosialisasi 
sesuai jadwal dan rencana yang disetujui mentor. Saya juga secara 
transparan dan sistematis bertanggungjawab agar semua pihak 
mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang SOP dan Sistem 
drive. 
Kompeten - (Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan 
yang selalu berubah) : Saya melakukan sosialisasi dengan 
menunjukkan keahlian dalam menjelaskan tentang SOP dan Sistem 
drive dan mampu menjawab berbagai pertanyaan teknis dari aparat 
desa dengan meyakinkan. 
Adaptif – (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan) : saya 
mengubah perencanaan dimana yang awalnya akan melakukan 
sosialisasi di kantor menjadi sosialisasi menggunakan via zoom untuk 
efisiensi dan efektivitas dikarenakan jumlah peserta yang sangat 
banyak dan dari berbagai daerah  
Harmonis – (Membangun lingkungan kerja yang kondusif) : Saya 
melakukan sosialisasi dengan cara yang baik dan terorganisir 
membantu menjaga suasana kerja yang harmonis, menghargai setiap 
masukan dan pertanyaan dari aparat desa, membangun suasana kerja 
yang kondusif, dan memastikan tidak ada pihak yang merasa 
direndahkan, sehingga terwujud lingkungan sosialisasi yang harmonis. 
Saya memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang 
positif dan mendukung, baik kepada masyarakat maupun pegawai. 
Kolaboratif – (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 
tambah) : Saya melakukan sosialisasi yang melibatkan kerja sama 
dengan rekan kerja dan mentor dalam merancang dan menyampaikan 
informasi. Saya meminta bantuan rekan kerja agar menjadi moderator 
saat sosialisasi dan meminta mentor untuk membuka jalannya 
sosialisasi. 
Loyal – (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara ) : saya 
menjaga nama baik institusi dengan memastikan Sosialisasi berjalan 
dengan baik, tidak ada yang melanggar aturan, dan Sistem berfungsi 
dengan baik. 

c. Melaporkan hasil sosialisasi kepada mentor. 
Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : saya melaporkan data 
kehadiran peserta, dokumentasi kegiatan, dan kendala yang dihadapi 
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tanpa menutup-nutupi fakta. Saya juga bertanggung jawab atas 
keberhasilan atau kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. 
Loyal - (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara) : saya 
mengikuti arahan pimpinan/mentor dan menjaga nama baik instansi 
dengan menunjukkan bahwa tugas telah selesai dilaksanakan. 
Adaptif - (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan) : Saya 
menunjukkan sikap proaktif dengan menyampaikan usulan perbaikan 
berdasarkan temuan di lapangan saat sosialisasi. Saya juga 
memberikan pelaporan yang mungkin melibatkan penyesuaian 
berdasarkan umpan balik yang diterima dari mentor. 
Kolaboratif – (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 
tambah) : Saya melaporkan hasil kepada mentor adalah bagian dari 
proses kolaboratif di mana Saya bekerja sama untuk mengevaluasi dan 
menyempurnakan sosialisasi. Pendekatan ini memastikan bahwa Saya 
dapat berkolaborasi dengan mentor dalam perbaikan dan tindak lanjut 
yang diperlukan. 
Harmonis – (Membangun lingkungan kerja yang kondusif ) : Saya 
Menerima feedback atau evaluasi dari mentor dengan hati terbuka demi 
perbaikan diri, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. 

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence 
a. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi. 

Saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk membahas rencana 
pelaksanaan sosialisasi terkait SOP  yang telah disusun. Dalam 
konsultasi ini, saya menyampaikan tujuan sosialisasi, sasaran peserta, 
metode penyampaian, serta materi yang akan dijelaskan. Mentor 
memberikan masukan mengenai cara penyampaian, penyesuaian 
materi, serta teknis pelaksanaan agar sosialisasi berjalan efektif dan 
mudah dipahami oleh pegawai.  
Bukti Fisik/Evidence : Dokumen fisik rancangan kegiatan yang akan 
disampaikan kepada mentor. 
Foto kegiatan saat menyusun bahan konsultasi 
Surat undangan untuk mengikuti mengikuti sosialisasi 

b. Melakukan sosialisasi kepada auditi dan pegawai kantor 
Saya melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada aparat desa dan 
pegawai kantor sebagai bagian dari upaya memperkenalkan dan 
menjelaskan SOP dan sistem drive yang telah dirancang. Pada 
kegiatan ini, saya memaparkan latar belakang penyusunan SOP, tujuan 
penyusunan, alur proses dalam SOP, serta tata cara pengarsipan yang 
telah distandarisasi. Kegiatan dilakukan secara jelas dan interaktif untuk 
memastikan seluruh pegawai memahami isi SOP dan dapat 
menerapkannya dalam tugas sehari-hari. 
Bukti Fisik/Evidence : Dokumen fisik rancangan kegiatan yang akan 
disampaikan kepada mentor. 
Foto kegiatan saat melaksanakan sosialisasi 
Draft daftar hadir peserta sosialisasi 

c. Melaporkan hasil sosialisasi kepada mentor. 
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Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, saya menyusun 
laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada mentor. 
Laporan berisi rangkuman jalannya sosialisasi, daftar hadir, respon 
peserta, serta tindak lanjut yang diperlukan. Laporan ini disampaikan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memastikan bahwa kegiatan 
berjalan sesuai rencana. Mentor menerima laporan tersebut dan 
memberikan catatan untuk perbaikan jika diperlukan. 
Bukti Fisik/Evidence: Draft catatan arahan dari mentor terkait hasil 
sosialisasi. 
Foto saat pelaporan hasil sosialisasi. 

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan 
a. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi. 

Proses: 
Peserta melakukan konsultasi dengan mentor untuk membahas 
rencana pelaksanaan sosialisasi SOP. Dalam konsultasi ini, peserta 
menyiapkan dokumen dan memaparkan tujuan sosialisasi, sasaran 
kegiatan, materi yang akan disampaikan, serta metode pelaksanaan 
yang direncanakan. Mentor memberikan masukan terkait kelengkapan 
materi, cara penyampaian, dan teknis pelaksanaan agar kegiatan 
sosialisasi berjalan efektif. Peserta mencatat seluruh masukan sebagai 
bahan perbaikan sebelum melaksanakan sosialisasi. 
Kualitas: 
Konsultasi menghasilkan rencana sosialisasi yang lebih terarah, 
sistematis, dan sesuai kebutuhan unit kerja. Materi sosialisasi menjadi 
lebih lengkap dan mudah dipahami, serta metode pelaksanaanya siap 
diterapkan. Mentor dan peserta memiliki pemahaman yang sama terkait 
pelaksanaan kegiatan sehingga sosialisasi dapat berjalan lancar dan 
mencapai tujuan. 

b. Melakukan Sosialisasi kepada Auditi dan pegawai kantor. 
Proses: 
Peserta melaksanakan sosialisasi kepada auditi dan pegawai kantor 
mengenai SOP dan sistem pengarsipan yang telah disusun. Dalam 
pelaksanaan sosialisasi, peserta menyampaikan materi secara jelas, 
memaparkan alur kerja, menjelaskan peran setiap pihak, serta 
memberikan contoh penerapan. Kegiatan berlangsung interaktif, 
dimana peserta memberikan tanggapan atas pertanyaan yang 
diberikan oleh peserta sosialisasi. Peserta memastikan seluruh materi 
tersampaikan dengan baik serta mendokumentasikan kegiatan sebagai 
bukti pelaksanaan. 
Kualitas: 
Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan lancar menghasilkan 
pemahaman yang lebih baik di kalangan peserta tentang SOP dan 
sistem pengarsipan. Para peserta mengetahui langkah kerja yang 
benar sehingga meminimalisir kesalahan dalam penerapan SOP. 
Dokumentasi kegiatan menjadi bukti bahwa sosialisasi telah 



 

129 
 

dilaksanakan secara efektif, informatif, dan dapat mendukung 
peningkatan kualitas kerja. 

c. Melaporkan hasil sosialisasi kepada mentor. 
Proses: 
Setelah pelaksanaan sosialisasi selesai, peserta menyusun draft hasil 
kegiatan yang berisi ringkasan pelaksanaan, jumlah peserta yang hadir, 
materi yang disampaikan, serta tanggapan dari peserta sosialisasi. 
Laporan disertai dokumentasi berupa foto atau daftar hadir. Peserta 
kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada mentor untuk 
mendapatkan penilaian dan arahan lanjutan. Mentor meninjau laporan 
dan memberikan umpan balik terkait keberhasilan pelaksanaan serta 
hal-hal yang perlu ditingkatkan. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan berupa laporan pelaksanaan sosialisasi yang 
lengkap, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan memberikan 
gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sosialisasi dan 
menunjukkan akuntabilitas peserta dalam melaksanakan kegiatan. 
Mentor dapat menilai bahwa sosialisasi telah dilakukan sesuai rencana 
serta mendukung peningkatan kinerja. 

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi 
Rangkaian kegiatan yang meliputi konsultasi pelaksanaan sosialisasi 
dengan mentor, pelaksanaan sosialisasi kepada aparat desa dan pegawai 
kantor, hingga pelaporan hasil sosialisasi merupakan bagian penting 
dalam mendukung tercapainya misi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu, khususnya misi ke-1: Meningkatkan integritas aparatur 
pemerintahan untuk memperkuat budaya pemerintahan yang baik, bersih, 
serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Melalui kegiatan 
sosialisasi SOP, peserta turut meningkatkan pemahaman mengenai 
prosedur kerja yang benar, tertib, dan terukur. Hal ini memperkuat budaya 
kerja yang akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugas 
pengawasan. Pelibatan mentor dalam proses konsultasi juga memastikan 
bahwa setiap langkah kegiatan sesuai ketentuan, selaras dengan 
kebutuhan organisasi, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang 
profesional. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi dalam 
mendukung visi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu 
Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan 
Ekonomi yang Religius melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam 
Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan 
Berkelanjutan. 
Melalui peningkatan kedisiplinan prosedural dan penguatan pemahaman 
SOP di lingkungan kerja, proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif, 
konsisten, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga mendukung 
tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan. 

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi 
tidak berdasarkan NDS 
a. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi. 
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Tanpa Berorientasi Pelayanan : Peserta tidak memahami kebutuhan 
organisasi dan tidak menyesuaikan materi sosialisasi dengan tujuan 
unit kerja. Akibatnya, konsultasi tidak menghasilkan arahan yang 
bermanfaat dan membuat pelaksanaan sosialisasi menjadi tidak tepat 
sasaran. 
Tanpa Akuntabel : Peserta tidak menyiapkan bahan konsultasi dengan 
baik sehingga informasi yang disampaikan tidak lengkap dan sulit 
dipertanggungjawabkan. Mentor kesulitan memberikan masukan yang 
tepat, dan proses persiapan sosialisasi menjadi terhambat. 
Tanpa Kompeten : Kurangnya pemahaman peserta terhadap materi 
sosialisasi membuat diskusi tidak efektif. Peserta tidak mampu 
menjelaskan tujuan sosialisasi dengan baik sehingga menyulitkan 
mentor dalam memberikan arahan. 
Tanpa Harmonis : Konsultasi dilakukan tanpa etika dan komunikasi 
yang baik, sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman. 
Hubungan kerja antara peserta dan mentor terganggu dan 
menghambat proses pembinaan. 
Tanpa Loyal : Peserta mengabaikan aturan dan tidak meminta arahan 
mentor sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen 
terhadap nilai organisasi dan dapat menurunkan kepercayaan 
pimpinan. 

b. Melakukan sosialisasi kepada auditi dan pegawai kantor. 
Tanpa Berorientasi Pelayanan : Sosialisasi tidak menyesuaikan 
kebutuhan auditi dan pegawai, sehingga materi tidak diterima dengan 
baik. Proses penyampaian menjadi tidak bermanfaat bagi unit kerja 
maupun masyarakat. 
Tanpa Akuntabel : Penyampaian informasi tidak didukung data yang 
jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan 
salah pemahaman dan kesalahan penerapan SOP di lapangan. 
Tanpa Kompeten : Peserta tidak menguasai materi sosialisasi, sehingga 
penjelasan menjadi tidak jelas dan membingungkan. Kredibilitas 
peserta menurun dan pegawai sulit memahami SOP yang 
disampaikan.. 
Tanpa Harmonis : Penyampaian dilakukan tanpa sikap sopan dan tanpa 
menciptakan suasana kondusif, sehingga pegawai merasa tidak 
dihargai dan enggan mengikuti sosialisasi. 
Tanpa Kolaboratif : Peserta tidak memberi ruang dialog atau diskusi, 
tidak menerima masukan, dan tidak membangun kerja sama dengan 
peserta sosialisasi. Dampaknya, pemahaman bersama tidak tercapai. 
Tanpa Loyal : Peserta menyampaikan informasi yang tidak sesuai 
arahan mentor atau kebijakan organisasi. Ini dapat menimbulkan 
kesalahan penerapan SOP dan mengurangi kepercayaan pegawai 
terhadap instansi. 

c. Melaporkan hasil sosialisasi kepada mentor. 
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Tanpa Akuntabel: Laporan hasil sosialisasi tidak lengkap, tidak rinci, 
dan tidak didukung bukti. Mentor tidak dapat memverifikasi kegiatan, 
dan hasil sosialisasi diragukan kebenarannya.. 
Tanpa Loyal : Peserta tidak menyampaikan laporan sesuai prosedur 
dan mengabaikan kewajiban pelaporan resmi. Hal ini menunjukkan 
kurangnya komitmen terhadap aturan organisasi. 
Tanpa Adaptif : Peserta tidak memperbaiki laporan meskipun telah 
menerima masukan dari mentor. Laporan tetap tidak relevan dan tidak 
sesuai kebutuhan pengawasan. 
Tanpa Kolaboratif: Peserta tidak melibatkan mentor maupun pihak 
terkait dalam penyempurnaan laporan. Proses evaluasi menjadi tidak 
optimal dan hasil kegiatan tidak dapat ditingkatkan. 
Tanpa Harmonis : Laporan disampaikan dengan komunikasi yang 
kurang sopan dan tidak menghargai peran mentor, sehingga 
menimbulkan kesan tidak profesional serta merusak hubungan kerja. 
 

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan 
 

 
 

Gambar 20. Konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi 
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Gambar 21. Konsultasi dengan KABID DPMPD terkait pelaksanaan 
sosialisasi 

 

 
 

Gambar 22. pelaksanaan sosialisasi 
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Gambar 23. Sesi tanya jawab pelaksanaan sosialisasi 
 

 
 

Gambar 24. Sesi foto bersama pelaksanaan sosialisasi 
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Gambar 25. Pelaksanaan pelaporan dengan mentor terkait pelaksanaan 
kegiatan sosialisasi. 

 
Dokumentasi Output/Hasil Kegiatan 
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Gambar 26. Daftar Hadir Pelaksanaan Sosialisasi 

 

 
Gambar 27. Surat undangan Kepala Desa Se-Kabupaten Rokan hulu untuk 

mengikuti kegiatan sosialisasi 
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Gambar 28. Surat undangan Pegawai Inspektorat untuk mengikuti kegiatan 

sosialisasi 
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Gambar 29. Surat undangan Kepala Bidang DPMPD untuk mengikuti 
kegiatan sosialisasi 

 
 

 
 
 

Gambar 30. Bahan Konsultasi Sosialisasi berupa PPT 
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b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat Aktualisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No. Tanggal/Waktu Catatan Bimbingan 
Hasil 

Capaian/Output 
Paraf 

Mentor 

1. 17 November 
2025 

1. Mengkonsultasikan 
teknis pelaksanaan 
sosialisasi 

2. Mengkonsultasikan 
surat undangan 
mengikuti sosialisasi 

1. Terbitnya 
surat 
undangan 
sosialisasi 

2. Tersedianya 
konsep dan 
waktu 
pelaksanaan 
sosialisasi   

 

2. 20 November 
2025 

1. Mengkonsultasikan 
teknis pelaksanaan 
sosialisasi 

2. Mengkonsultasikan 
PPT sosialisasi  

1. Tersedianya 
fasilitas 
berupa 
zoom 
meeting 
untuk 
pelaksanaan 
sosialisasi 

2. Tersedianya 
PPT untuk 
pelaksanaan 
Sosialisasi  

 

3. 24 November 
2025 

1. Melaporkan hasil 
pelaksanaan 
aktualisasi 
 

1. Terbitnya 
draft 
pelaporan 
hasil 
sosialisasi 
 

 
 

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat Aktualisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No
. 

Tanggal/Waktu 
Catatan 

Bimbingan 
Hasil 

Capaian/Output 

Media 
Komunikasi 

(Telepon/WA/
Email 

Paraf 
Coach 
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/dll) 

1.      

 

Lampiran 5. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke -5  

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi 

Judul Kegiatan No 5 Membuat laporan hasil aktualisasi. 

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 21 November – 5 Desember 2025 

Daftar Lampiran Kegiatan 1. laporan sosialisasi  
2. laporan aktualisasi  
3. laporan aktualisasi yang dibubuhi 

tanda tangan mentor  
 

Uraian Kegiatan yang dilaksanakan 

1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi  
a. Membuat laporan sosialisasi terkait SOP dan Sistem pengarsipan digital  

Akuntabel -  (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya bertanggung jawab 
untuk mendokumentasikan semua aspek sosialisasi (peserta, materi, 
feedback, dokumentasi geotagging) dalam laporan, memastikan data 
yang disajikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya 
membuat laporan dengan struktur yang sistematis, bahasa yang baku, 
dan penampilan yang rapi, menunjukkan saya menyelesaikan tugas 
pelaporan dengan kualitas terbaik 
Adaptif - (Bertindak proaktif) : Saya menggunakan teknologi dalam 
membuat laporan, demi menciptakan laporan yang lengkap dan 
terstruktur dengan rapi. 
Loyal – (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara) : Saya 
membuat laporan sebagai bentuk dedikasi saya, agar menjaga nama 
baik instansi dan sesame pegawai inspektorat. 

b. Menyusun laporan aktualisasi terkait SOP dan Sistem pengarsipan 
digital. 
Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya  
menyusun laporan aktualisasi dengan struktur yang sistematis, Bahasa 
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yang baku dan penampilan yang rapi, menunjukan kompetensi saya 
untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif. 
Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi) : Saya memastikan data yang 
tertera dalam laporan sesuai dengan fakta dilapangan dan bertanggung 
jawab terhadap hasil laporan. 
Adaptif - (Bertindak proaktif) : Saya menggunakan teknologi dalam 
membuat laporan, demi menciptakan laporan yang lengkap dan 
terstruktur dengan rapi. 
Loyal – (Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun L945, setia kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah) : Saya memastikan 
bahwa semua data, dokumen, dan informasi yang saya gunakan dalam 
laporan aktualisasi tidak menyalahi aturan yang ada. 

c. Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor 
Berorientasi Pelayanan - (Melakukan perbaikan tiada henti) : Saya 
menerima masukan dari mentor dan melakukan perbaikan atas arahan 
dari mentor 
Akuntabel - (Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ) : Saya menyajikan setiap 
capaian dan tantangan secara jujur dan transparan. 
Kompeten - (Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik) : Saya 
menyampaikan laporan dengan pemahaman yang baik. 
Harmonis – (Membangun lingkungan kerja yang kondusif) : Saya 
menjaga sikap hormat dan sopan saat berinteraksi dengan mentor dan 
menerima setiap masukan dan kritik. siap untuk melakukan perubahan 
atau perbaikan pada laporan jika ada saran dari mentor. 
Loyal – (Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara ) : Saya 
menyiapkan laporan aktualisasi kepada mentor sebagai bentuk loyalitas 
saya kepada pimpinan. 
Adaptif – (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan) : Saya 
siap untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada laporan jika ada 
saran dari mentor. 
Kolaboratif – (Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 
tambah) : Saya bersikap terbuka terhadap masukan dan saran yang 
diberikan mentor, dan menggunakannya untuk perbaikan laporan 
maupun kinerja saya ke depannya. 

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence 
a. Membuat laporan sosialisasi terkait SOP dan Sistem pengarsipan digital 

Saya menyusun laporan hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan 
kepada auditi dan pegawai kantor terkait penerapan SOP serta 
penggunaan sistem pengarsipan digital. Laporan berisi rangkuman 
pelaksanaan sosialisasi, materi yang disampaikan, respons peserta, 
serta catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Dokumen disusun 
dengan jelas, terstruktur, dan menggambarkan hasil kegiatan secara 
objektif. 
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Bukti Fisik/Evidence : Laporan Sosialisasi. 
Foto kegiatan saat menyusun laporan sosialisasi 

b. Menyusun laporan aktualisasi terkait SOP dan Sistem pengarsipan 
digital. 
Saya menyusun laporan aktualisasi yang memuat rangkaian kegiatan 
mulai dari identifikasi masalah, penyusunan SOP, sosialisasi, hingga 
penerapan sistem pengarsipan digital. Laporan disusun secara 
sistematis mencakup tujuan, proses, hasil, bukti dukung, serta evaluasi 
kegiatan. Dokumen ini menjadi pertanggungjawaban formal atas 
seluruh proses aktualisasi yang telah dilakukan. 
Bukti Fisik/Evidence: Laporan Aktualisasi 
Foto kegiatan saat menyusun laporan aktualisasi 

c. Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor. 
Setelah laporan aktualisasi selesai disusun, saya menyerahkannya 
kepada mentor untuk dilakukan peninjauan dan validasi. Penyerahan 
dilakukan secara sopan dan profesional, disertai penjelasan singkat 
mengenai isi laporan. Mentor kemudian memberikan masukan dan 
pengesahan sebagai tanda bahwa laporan telah sesuai dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Bukti Fisik/Evidence: Lembar pengesahan laporan aktualisasi yang 
ditandatangani mentor. 
Foto saat melaporkan laporan aktualisasi. 

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan 
a. Membuat laporan sosialisasi terkait SOP dan Sistem pengarsipan digital 

Proses: 
Peserta menyusun laporan hasil sosialisasi dengan mengumpulkan 
informasi dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Data yang 
dihimpun meliputi daftar peserta sosialisasi, materi yang disampaikan, 
tanggapan peserta, serta kendala dan rekomendasi yang muncul 
selama kegiatan. Setiap temuan dirangkum secara jelas dan sistematis 
agar mudah dipahami. Peserta memastikan seluruh informasi yang 
dikumpulkan benar, lengkap, dan relevan dengan tujuan sosialisasi. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan adalah laporan sosialisasi yang lengkap, 
terstruktur, dan informatif. Laporan memuat dokumentasi kegiatan serta 
rangkuman hasil sosialisasi yang dapat menjadi bahan evaluasi dan 
perbaikan. Laporan ini dapat dijadikan acuan bagi organisasi dalam 
memahami efektivitas pelaksanaan sosialisasi SOP dan sistem 
pengarsipan digital. 

b. Menyusun laporan aktualisasi terkait SOP dan Sistem pengarsipan 
digital 
Proses: 
Peserta menyusun laporan aktualisasi dengan merangkum seluruh 
rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama proses aktualisasi. 
Penyusunan dilakukan dengan menggabungkan data kegiatan, bukti 
fisik, hasil konsultasi dengan mentor, serta capaian yang diperoleh. 
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Peserta menuliskan setiap langkah secara runtut, mulai dari identifikasi 
isu, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil akhir yang dicapai. Laporan 
disusun sesuai format dan ketentuan yang berlaku di instansi. 
Kualitas: 
Produk yang dihasilkan berupa dokumen laporan aktualisasi yang 
lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan 
menunjukkan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta 
memuat analisis hasil kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas 
SOP dan sistem pengarsipan digital di unit kerja. 

c. Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor 
Proses: 
Peserta menyerahkan laporan aktualisasi kepada mentor sebagai 
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi. 
Proses penyampaian dilakukan secara sopan dan profesional, disertai 
penjelasan singkat mengenai isi laporan. Peserta memberikan ruang 
kepada mentor untuk memberikan masukan atau koreksi sebelum 
laporan diproses lebih lanjut sesuai prosedur instansi 
Kualitas: 
Produk kegiatan berupa laporan aktualisasi yang telah diserahkan 
secara resmi kepada mentor. Penyampaian laporan memastikan bahwa 
kegiatan aktualisasi telah diperiksa, dinilai, dan ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah menyelesaikan 
kegiatan aktualisasi secara lengkap, tertib, dan sesuai standar 
organisasi 

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi 
Kegiatan penyusunan laporan sosialisasi, penyusunan laporan aktualisasi, 
dan penyampaian laporan kepada mentor mendukung misi Inspektorat 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan profesionalitas dan 
integritas aparatur. Melalui proses pelaporan yang rapi, akurat, dan 
terstruktur, peserta membantu memperkuat budaya kerja yang transparan, 
tertib administrasi, serta sesuai prosedur. Kegiatan ini juga mendukung 
pencapaian visi organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, 
bersih, dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih 
berkualitas. 

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi 
tidak berdasarkan NDS 
a. Membuat laporan sosialisasi terkait SOP dan Sistem pengarsipan 

digital. 
Tanpa Akuntabel : Laporan berisi data yang tidak jelas, tidak lengkap, 
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menyulitkan atasan 
dalam menilai hasil sosialisasi dan dapat menurunkan kepercayaan 
terhadap profesionalitas peserta. 
Tanpa Kompeten : Isi laporan tidak tersusun dengan baik karena 
peserta tidak memahami struktur pelaporan yang benar. Akibatnya 
laporan menjadi tidak berguna sebagai bahan evaluasi dan 
menghambat pengembangan SOP serta sistem pengarsipan digital. 
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Tanpa Adaptif : Peserta tidak proaktif dalam menyusun laporan dan 
tidak memanfaatkan teknologi yang ada sehingga laporan terhambat 
selesai dan mempengaruhi kegiatan lainnya. 
Tanpa Loyal : Peserta tidak membuat laporan sosialisasi sehingga tidak 
ada bahan evaluasi dan mengabaikan tugas dan tanggungjawab 
sebagai pegawai inspektorat. 

b. Menyusun laporan aktualisasi terkait SOP dan Sistem pengarsipan 
digital 
Tanpa Kompeten : Laporan aktualisasi disusun tanpa analisis yang 
memadai sehingga hasilnya tidak menggambarkan pelaksanaan 
kegiatan secara akurat. Hal ini berdampak pada gagalnya organisasi 
memperoleh informasi yang valid untuk pengembangan SOP. 
Tanpa Akuntabel : Laporan tidak berdasarkan data faktual dan tidak 
mengikuti format resmi. Hal ini menyebabkan laporan tidak dapat 
dijadikan dokumen pertanggungjawaban resmi dan berpotensi 
menimbulkan kesalahan administrasi. 
Tanpa Harmonis : Penyusunan laporan tidak melibatkan komunikasi 
yang baik dengan rekan kerja, sehingga informasi yang dimasukkan 
tidak lengkap. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan persepsi 
negatif serta mengganggu suasana kerja. 
Tanpa Loyal : Peserta menyusun laporan tanpa mengikuti ketentuan 
dan aturan instansi. Sikap ini mencerminkan kurangnya kepatuhan 
terhadap kebijakan organisasi serta dapat menurunkan kepercayaan 
pimpinan terhadap integritas peserta. 
Tanpa Adaptif : Peserta tidak proaktif dalam menyusun laporan dan 
tidak memanfaatkan teknologi yang ada sehingga laporan terhambat 
selesai dan mempengaruhi kegiatan lainnya. 

c. Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor 
Tanpa Berorientasi Pelayanan : Peserta akan mengabaikan dan tidak 
menerima masukan dari mentor dan tidak melakukan perbaikan atas 
arahan dari mentor 
Tanpa Akuntabel : Laporan diserahkan tanpa penjelasan yang jelas, 
tanpa bukti pendukung, dan tidak mengikuti prosedur. Hal ini 
menyulitkan mentor dalam mengevaluasi hasil aktualisasi dan dapat 
menimbulkan kesalahan penilaian. 
Tanpa Kompeten : Peserta tidak dapat menjelaskan isi laporan dengan 
baik karena kurang memahami materi yang dilaporkan. Akibatnya 
mentor tidak memperoleh gambaran yang tepat mengenai pelaksanaan 
kegiatan. 
Tanpa Harmonis : Penyampaian laporan dilakukan dengan sikap kurang 
sopan atau tanpa komunikasi yang baik. Hal ini berpotensi 
menimbulkan ketegangan antara peserta dan mentor serta 
menghambat proses pembinaan. 
Tanpa Loyal : Peserta mengabaikan prosedur pelaporan resmi atau 
menyerahkan laporan yang tidak sesuai standar instansi. Hal ini 
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menunjukkan ketidakpatuhan dan berpotensi merusak kepercayaan 
organisasi terhadap peserta. 
Tanpa Adaptif : Peserta tidak menyesuaikan laporan dengan revisi atau 
masukan yang telah diberikan mentor sebelumnya. Laporan menjadi 
tidak relevan dan tidak bisa digunakan untuk perbaikan sistem. 
Tanpa Kolaboratif : Peserta tidak membuka ruang diskusi saat 
menyerahkan laporan dan tidak menerima saran mentor. Akibatnya 
proses pembelajaran terhambat, dan laporan tidak berkembang 
menjadi dokumen yang bermanfaat bagi instansi. 
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Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan 
 

 
Gambar 31. Penyusunan laporan hasil sosialisasi SOP 

 

 
Gambar 32. Penyusunan laporan aktualisasi 
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Gambar 33. Menyampaikan laporan aktualisasi dan meminta tanda tangan 

lembar pengesahan kepada mentor 
 
Dokumentasi Output/Hasil Kegiatan 
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Gambar 34. Laporan hasil sosialisasi 
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b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat Aktualisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No. Tanggal/Waktu Catatan Bimbingan 
Hasil 

Capaian/Output 
Paraf 

Mentor 

1. 2 Desember 
2025 

1. Mengkonsultasikan 
laporan hasil 
sosialisasi 

2. Mengkonsultasikan 
laporan aktualisasi 

1. Terbitnya 
laporan hasil 
aktualisasi 

2. Terbitnya 
laporan 
pelaksanaan 
aktualisasi    

 

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach 

Nama Peserta Ruly Sultan Siahaan, S.T 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tempat Aktualisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

No
. 

Tanggal/Waktu 
Catatan 

Bimbingan 
Hasil 

Capaian/Output 

Media 
Komunikasi 

(Telepon/WA/
Email 
/dll) 

Paraf 
Coach 

1.      
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Lampiran 6. Inovasi hasil aktualisasi 
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Gambar 35. SOP Pengelolaan Dokumen Audit Fisik Desa Berbasis G2D 

(Geotegging dan Drive) 

 

 

 

Gambar 36. Website Jotform sebagai Prototype Sistem Pengarsipan Digital 


